
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP USAHA 

MIKRO KECIL DAN MENENGAH PENGRAJIN TAPIS LAMPUNG 

(Studi Di UMKM Griya Aisyah Tapis Kota Bandar Lampung) 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 

MAHIRA AISYAH PRADAWI 

NPM 1912011247 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP USAHA 

MIKRO KECIL DAN MENENGAH PENGRAJIN TAPIS LAMPUNG 

(Studi Di UMKM Griya Aisyah Tapis Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

 

MAHIRA AISYAH PRADAWI 

 

 

Merek memiliki beragam peran penting bagi pelaku usaha baik dalam 

perdagangan maupun jasa. Fungsi pendaftaran merek adalah untuk memberikan 

bukti bagi pemilik merek yang sudah terdaftar. Permasalahan hukum dalam 

penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi pendaftaran merek 

terhadap UMKM Griya Aisyah Tapis dan kedua apa faktor-faktor penghambat 

dalam pendaftaran merek terhadap UMKM Griya Aisyah Tapis. 

 

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris 

dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan 

primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, Griya Aisyah ikut 

serta dalam program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam proses pendaftaran merek tanpa dikenakan biaya. 

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan bisnis UMKM dan 

melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Implementasi pendaftaran merek 

terhadap UMKM Griya Aisyah Tapis ini terbukti dengan adanya pendaftaran 

merek dagangnya pada tahun 2019 dengan dibuktikannya Nomor Pendaftaran  

IDM000732139 Kedua, adanya faktor penghambat  yang dialami Griya Aisyah 

saat mengajukan permohonan pendaftaran merek, antara lain 

 



 

 

 

 

kurangnya kesadaran mengenai arti penting merek, persyaratan yang ketat, 

mahalnya biaya pendaftaran merek, dan proses yang berbelit-belit peraturan baru 

mempermudah proses pendaftaran merek secara umum. Hal ini memberikan 

perlindungan hukum yang lebih baik, meningkatkan nilai ekonomi UMKM, dan 

memperkuat sektor UMKM secara keseluruhan.  

 

Meskipun prosesnya tidak mudah, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual memiliki manfaat penting, seperti perlindungan hukum 

terhadap penggunaan merek yang sah, hak eksklusif untuk menggunakan merek 

tersebut, dan membangun identitas merek yang kuat. Hal tersebut penting bagi 

pemohon untuk memahami persyaratan dan prosedur yang terlibat dalam 

pendaftaran merek serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

secara teliti. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 

Implementasi. 

Mahira Aisyah Pradawi 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…” 

(Q.S. Al-Baqarah:286) 

 

 

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam pendidikan, memperkukuh kemauan 

serta memperhalus perasaan.” 

(Tan Malaka) 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Hak lKekayaan lIntelektual latau ldikenal ldengan lHKI lmerupakan lterjemahan 

dari lIntellectual lProperty lRights. lBerdasarkan lsubstansinya, lHKI   

berhubungan lerat ldengan lbenda ltidak lberwujud lserta lmelindungi lkarya 

intelektual lyang llahir ldari lcipta, lrasa, ldan lkarya lmanusia. lHak lKekayaan 

Intelektual lmerupakan lhak leksklusif l(wewenang/kekuasaan) luntuk lberbuat 

sesuatu latas lkekayaan lintelektual ltersebut, lyang ldiatur loleh lnorma-norma  

atau lhukum-hukum lyang lberlaku. lMaksudnya, lhak ltersebut lbersifat lkhusus 

dan lhanya ldimiliki loleh lorang lyang lterkait llangsung ldengan lkekayaan 

intelektual lyang ldihasilkan. lMelalui lhak ltersebut, lpemegang lhak ldapat 

mencegah lorang llain luntuk lmembuat, lmenggunakan latau lberbuat lsesuatu 

tanpa lizin. lPara lahli lberpendapat lbahwa lhak lekslusif lmerupakan lreward 

atas karya lintelektual lyang ldihasilkan loleh lseseorang. lDengan lhak leksklusif, 

orang-orang ldidorong luntuk lterus lberkreasi ldan lberinovasi lsehingga lciptaan 

dan linovasi ltersebut ldapat lbermanfaat luntuk lmasyarakat.1 

Salah satu prinsip umum dalam Kekayaan Intelektual (KI) adalah untuk 

melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh individu melalui pendaftaran. 

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan 

hak kekayaan intelektual. Beberapa jenis KI yang mensyaratkan pendaftaran 

meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan 

 
1 lToni lSuryo lUtomo, l2010, lHak lKekayaan lIntelektual l(HKI) ldi lEra lGlobal, 

lYogyakarta:Graha lIlmu, lhlm l13. 
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perlindungan varietas tanaman. Namun, Hak Cipta dan Rahasia Dagang, dua jenis 

KI lainnya, tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan lhukum lterhadap lmerek ldiberikan lmelalui lproses lpendaftaran 

merek lyang lmenganut lsistem lkonstititif, lmaksudnya lbahwa lhak latas lmerek 

diperoleh lkarena ladanya lproses lpendaftaran lyaitu lpendaftaran lmerek  

pertama yang lberhak latas lmerek. lMerek lsebagai lsalah lsatu lbentuk lkarya  

intelektual memiliki lperan lpenting luntuk lkelancaran ldan lpeningkatan 

perdagangan  barang latau ljasa. 

Definisi lmerek lmenurut lUndang-Undang lNomor l20 lTahun l2016 ltentang 

Merek ldan lIndikasi ldan lGeografis, lsebagaimana ldiatur ldalam lpasal l1 

Angka (1) ladalah ltanda lyang ldapat lditampilkan lsecara lgrafis lberupa  

gambar, logo,lnama, lkata, lhuruf, langka, lsusunan lwarna, ldalam lbentuk ldua 

dimensi dan/ latau ltiga ldimensi, lsuara, lhologram, latau lkombinasi ldari ldua 

atau llebih unsur ltersebut luntuk lmembedakan lbarang ldan/atau ljasa lyang 

diproduksi loleh orang latau lbadan lhukum ldalam lkegiatan lperdagangan  

barang ldan/atau ljasa. 

Proses lberpikir ldi latas ltentunya lberkaitan lpada lpertimbangan ldan lharapan 

bahwa lmerek lyang ldigunakan latau ldilekatkan ldalam lusahanya litu lakan 

membentuk lcitra lsendiri lbagi lkonsumennya. lSekali ldinyatakan lmerek 

tertentu dalam lpemasaran lmaka lakan lterbayang lidentitas, lcitra ldengan 

segenap lmutu pelayanan lsuatu lperusahaan ljasa latau lbarang ltertentu. lMerek 

itulah lsebagai citra lyang lsekaligus lmembedakan ldengan lperusahaan ljasa  

atau lbarang lainnya. 

Fungsi lpendaftaran lmerek ladalah luntuk lmemberikan lbukti lbagi lpemilik  

merek lyang lsudah lterdaftar. lSebagai ldasar lpenolakan lterhadap lsuatu lmerek 

yang lidentik lsecara lkeseluruhan latau lyang lpada ldasarnya lsama, lmerek 

tersebut ltelah ldimohonkan loleh lpihak llain luntuk lpendaftaran lbarang latau   

jasa lyang lsejenis. lSebagai ldasar luntuk lmencegah lpihak llain lmenggunakan 

seluruh latau lsebagian lbesar lmerek lyang lsama ldalam lperedaran lbarang latau 

jasa lsejenis. 
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Semakin lberkembangnya lzaman lyang lmemasuki lera ldigital, lmaka terciptalah 

bisnis lmodern ldimana ltidak ldapat lterlepaskan ldari lmerek ldagang lkarena 

merek lmerupakan lidentitas ldari lproduk lyang ltelah ldiperdagangkan. lSebagai 

identitas, lmerek lmerupakan lsuatu ltanda lpembeda lantara lproduk lbarang latau 

jasa lsejenis lyang ldiperdagangkan loleh lpara lpelaku lusaha. lDengan ladanya 

merek lmaka lkonsumen lakan ldimudahkan luntuk lmengingat lsuatu lproduk 

maupun luntuk lmenentukan lpilihan lkepada lsuatu lproduk. lSama lhalnya   

dengan lUMKM, lmeskipun lskala lbisnis lyang ldijalankan ldi ldalam lUMKM 

bukanlah lsuatu lskala lyang lbesar ltetapi lpada lumumnya lseluruh lUMKM 

memiliki lsuatu lmerek, lakan ltetapi lbelum lseluruhnya lmendaftarkan lmerek 

tersebut lpada lDirektorat lJenderal lHak lKekayaan lIntelektual lDepartemen 

Kementrian lHukum ldan lHak lAsasi lManusia. l 

UMKM lmerupakan lsebuah lindustri lyang lberkembang lpesat ldan ltelah  

menjadi lpendorong llaju lpertumbuhan lekonomi, lpenopang lkegiatan 

ekonomillokal, lpencipta lpasar lbaru ldan linovasi, lserta ldapat lmembuka 

lapangan lpekerjaan.2 lUMKM lmerupakan lpilar lterpenting ldalam 

perekonomian Indonesia. lBerdasarkan ldata lKementerian lKoperasi ldan lUKM, 

jumlah  UMKM lsaat lini lmencapai l64,2 ljuta ldengan lkontribusi lterhadap  

PDB lsebesar 61,07% latau lsenilai l8.573,89 ltriliun lrupiah. lKontribusi lUMKM 

terhadap perekonomian lIndonesia lmeliputi lkemampuan lmenyerap l97% ldari  

total  tenaga lkerja lyang lada lserta ldapat lmenghimpun lsampai l60,4% ldari 

total investasi.3 

Adanya lbatasan ldalam ljumlah lkaryawan lmerupakan lsalah lsatu lciri ldan 

definisi ldari lUMKM. lUMKM lsendiri ldibatasi lpada lomzet ldan ljumlah laset 

dari lusaha lyang ldidirikan. lHal ltersebut ltercantumkan ldalam lUndang-Undang 

Nomor l20 lTahun l2008 ltentang lUMKM. lBanyaknya lbidang lHKI lsendiri 

masih lbelum ldimanfaatkan loleh lpihak lUMKM. lTerbukti ldari lsedikitnya  

 
2 lLie lLiana ldan lKis lIndriyaningrum, lMendorong lPertumbuhan lUsaha lMikro, 

lKecil, ldan lMenengah ldengan lProgram-program lBerbasis lKnowledge lManagement, lJurnal 

lDinamika lEkonomi, lVol.1 lNo.1, l(Juli, l2008). 
3 lHaryo lLimanseto, lUMKM lMenjadi lPilar lPenting ldalam lPerekonomian 

lIndonesia, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-

perekonomian-indonesia. lDiakses lpada l9 lDesember l2022. 

https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia
https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia
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pihak lUMKM lyang lmendaftarkan lusahanya lke ldalam lHKI. lTerkait 

pendaftaran lmerek lUMKM lini lmasih lterdapat lkendala lyaitu ldalam 

pembiayaan ldan ldalam lprosesnya lmemerlukan lwaktu lyang llebih llama 

dibanding ldengan lmengurus lizin ldikarenakan lpendaftaran lmerek lharus 

dilakukan lsecara lhati-hati lkarena lhal lini lmenyangkut lpemberian lhak. 

Terkait lhal ldiatas, ladanya lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

Manusia Nomor l12 lTahun l2021 lTentang lPerubahan lAtas lPeraturan lMenteri 

Hukum dan lHak lAsasi lManusia lNomor l67 lTahun l2016 lTentang  

Pendaftaran lMerek ini lmemberikan ldukungan lupaya ldalam lkemudahan 

berusaha ldan lpeningkatan ekosistem linvestasi lsehingga ldiperlukan lpercepatan 

waktu lproses   penyelesaian lpermohonan lpendaftaran lmerek. 

Kain ltapis lmerupakan lsalah lsatu lciri lkhas lbudaya lLampung lyang lsemakin 

berkembang. lSelain litu ldalam lpemakaiannya lkain lTapis ljuga lmelambangkan 

status lsosial lpemakainya. lMakna lsimbolis lkain lTapis lterdapat lpada  

kesatuan utuh lbentuk lmotif lyang lditerapkan, lserta lbidang lwarna lkain ldasar 

sebagai wujud lkepercayaan lyang lmelambangkan lkebesaran lPencipta lAlam.4 

Kain tapis ljuga lbentuk lsalah lsatu lusaha ldari lUMKM lyang ldapat 

menghasilkan berbagai lkerajinan ltangan lseperti lbaju, lselendang, lpeci, ltempat 

tisu lbahkan tas ldapat ldibuat ldengan lkain ltapis lsendiri. lHal lini ldapat 

membantu kebutuhan lhidup lsebagian lmasyarakat lLampung lkhususnya lbagi 

para libu rumah ltangga lsebagai lusaha lsambilan. lKerajinan lkain ltapis 

Lampung lini  juga lmerupakan lsalah lsatu lpendapatan lyang ldapat ldijadikan 

sebagai lacuan guna lmeningkatkan lkesejahteraan lmasyarakat ldi ldaerah 

Lampung litu lsendiri. L 

 

Seiring lperkembangan lzaman lkain ltapis ltelah lberkembang lmenjadi lmode 

yang lkreatif ldan lmodern ldan lbernilai lmutu lekonomi ltinggi lmulai ldari 

aksesoris, lbusana, ldan linterior lyang lunik ldan lberkualitas. lKain ltapis lterjadi 

peningkatan ldalam lpenjualannya lyaitu ldengan lmengikuti lberbagai lajang 

pameran lkriya lseperti lJakarta lInternational lExpo ldan lpameran llainnya, lini 

 
4 lNenny lDwi lAriani, lKontribusi lPemerintah lDaerah lDalam lMelindungi lKain 

lTapis lLampung, lJurnal lMeta-Yuridis, lVol.4 lNo.1 l(Maret, l2021). 
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menunjukkan lperkembangan lyang lsangat lpositif. lHal lini ltidak lterlepas ldari 

perhatian ldan ldukungan ldari lPemerintah lDaerah lProvinsi lLampung ldan 

mitra UMKM lpengrajin lLampung ldalam lmemajukan ltapis ldi lbumi lRuwa 

Jurai.5 

Berdasarkan luraian ldi latas, lmaka lcukup lalasan ldan ldasar lpertimbangan 

penulis luntuk lmeneliti ltentang lpendaftaran lmerek lsebagai lbentuk 

perlindungan hukum lbagi lpelaku lusaha lUMKM ldan lmenuangkannya ldalam 

bentuk skripsi dengan ljudul lbetapa lpentingnya lmmelakukan lpendaftaran 

merek lterhadap pelaku lusaha lUMKM lyang ldituangkan ldalam lbentuk lskripsi 

berjudul “Implementasi lPendaftaran lMerek lTerhadap lUsaha lMikro Kecil 

dan Menengah lPengrajin lTapis lLampung l(Studi lDi lUMKM lGriya Aisyah 

Tapis lKecamatan lLangkapura lKota lBandar lLampung)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan dua pokok 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti ini yaitu: 

1. Bagaimana Impelementasi pendaftaran merek terhadap UMKM Griya Aisyah 

Tapis? 

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran merek terhadap UMKM 

Griya Aisyah Tapis? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang llingkup ldari lpenelitian lini lterdiri ldari lruang llingkup lkeilmuan ldan 

ruang llingkup lobjek lkajian. lRuang llingkup lbidang lilmu ldalam lpenelitian ini 

adalah lhukum lkeperdataan ltentang lhukum lkekayaan lintelektual, lkhususnya 

hukum lmerek. lSedangkan lruang llingkup lobjek lkajian lpenelitian lini 

mengenai Implementasi lPendaftaran l lMerek lTerhadap lUMKM lPengrajin 

 
5 lDinas lKominfotik lProvinsi lLampung, lhttps://lampungprov.go.id/detail-

post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-

2021. lDiakses lpada l9 lDesember l2022 

https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021
https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021
https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021
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lTapis Lampung l(Studi lDi lUMKM lGriya lAisyah lTapis lKota lBandar 

lLampung). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun ltujuan lyang lingin ldicapai lmelalui lpenelitian lini ladalah lsebagai 

berikut: 

1. Tujuan lUmum 

Penelitian lini ldiajukan luntuk lmelengkapi lpersyaratan lakademis ldalam 

rangka lmemperoleh lgelar lSarjana lHukum ldi lFakultas lHukumUniveristas 

Lampung. 

2. Tujuan lKhusus 

Berkaitan ldengan lrumusan lmasalah lyang ltelah ldikemukakan, lmaka tujuan 

khusus lyang lingin ldicapai ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

a. Menganalisis limplementasi lpada lPendaftaran lMerek lterhadap lUMKM 

Pengrajin lTapis lLampung l(Studi lDi lUMKM lGriya lAisyah lTapis lKota 

Bandar lLampung). 

b. Menganalisis ldan lmengetahui lfaktor-faktor lpenghambat ldalam 

lpendaftaran merek lterhadap lUMKM lGriya lAisyah lTapis. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Melalui lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lkegunaan lsecara lteoritis 

dan lpraktis lyaitu: 

1. Kegunaan lTeoritis 

Penelitian lini ldapat lberguna luntuk lpengembangan lilmu lpengetahuan 

tentang lpendaftaran lmerek ldagang, lkhususnya lilmu ldi lbidang lHukum 

Perdata lyang lterkait ldengan lHukum lKekayaan lIntelektual. 
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2. Kegunaan lPraktis 

Penelitian lini lpun lmemberikan lkegunaan lpraktis lpada lpenelitian lini 

sebagai lberikut: 

a. Sebagai lupaya lpengembangan lkemampuan ldan lpengetahuan lhukum lbagi 

penulis, lmasyarakat lluas ldan lpelaku lusaha lapabila lingin lmendaftarkan 

merek ldagangnya. l 

b. Sebagai lbahan linformasi ldan lliteratur lbagi lpihak lyang lmemerlukan l 

khususnya lbagi lmahasiswa lbagian lHukum lKeperdataan lFakultas lHukum 

Universitas lLampung lyang lmembutuhkan lreferensi lsehingga ldapat 

digunakan lsebagai lbahan lpenelitian llanjutan lyang lberkaitan ldengan 

permasalahan lhukum ldengan lbahasan lhukum lkekayaan lintelektual. 

c. Sebagai lsalah lsatu lsyarat lakademis lbagi lpenulis luntuk lmemperoleh 

lgelar Sarjana lHukum lpada lFakultas lHukum lUniversitas lLampung. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

 

Pada lldasarnya llHKI llmerupakan llhak llyang llberasal lldari llhasil llkegiatan 

kreatif lsuatu llkemampuan lldaya llpikir llmanusia llyang lldiekspressikan kepada 

khalayak lumum lldalam llberbagai llbentuknya llyang llyang llmemiliki l 

manfaat serta llberguna ldalam llmenunjang llkehidupan llmanusia lldan  

memiliki   manfaat llekonomi llyang lberbentuk llnyata llbiasanya lldi llbidang 

teknologi, ilmu llpengetahuan, llseni, lldan lsastra.6 

Hak llkekayaan llintelektual lladalah llhak llyang lltimbul llbagi llhasil llolah  

pikir otak lyang llmenghasilkan llsuatu llproduk llatau llproses llyang llberguna 

untuk manusia. lHak llKekayaan llIntelektual lladalah llhak llkebendaan, llhak 

atas sesuatu llbenda lyang llbersumber lldari llhasil llkerja llotak lldan llhasil  

kerja rasio. llHasil llkerja llotak litu llkemudian lldirumuskan llsebagai 

intelektualitas. Orang llyang lloptimal lmemerankan llkerja llotaknya lldisebut 

sebagai llorang yang llterpelajar, llmampu lmenggunkan llrasio, llmampu  

berpikir llsecara rasional lldengan llmenggunakan llogika, llkarena llitu llhasil 

pemikirannya disebut llrasional lldan lllogis.7 

Definisi lyang lbersifat llebih lumum ldikemukakan loleh lJill lMc lKeough ldan 

Andrew lStewart lmendefenisikan lHKI lsebagai l“Sekumpulan lhak lyang 

diberikan loleh lhukum luntuk lmelindungi linvestasi lekonomi ldari lusaha-usaha 

 
6 llAbdulkadir llMuhammad, ll2001, llKajian llHukum llEkonomi llHak llKekayaan 

llIntelektual, llBandung: llCitra llAditya llBakti, llhlm ll15. 
7OK. llSaidin, ll2010, llAspek llHukum llHak llKekayaan llIntelektual, 

llJakarta:Rajawali llPress, llhlm.9 
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yang lkreatif”. lDefenisi lHKI lyang ltidak ljauh lberbeda ljuga ldikemukakan 

oleh United lNations lConference lOn lTrade lAnd lDevelopment l(UNCTAD) 

dan International lCentre lfor lTrade land lSustainable lDevelopment l(ICTSD). 

Menurut lkedua llembaga ltersebut, lHKI lmerupakan lhasil-hasil lusaha lmanusia 

kreatif lyang ldilindungi loleh lhukum. 

Esensi ldari lHak lKekayaan lIntelektual lini lsendiri ldidasarkan lpada lsuatu 

pandangan lyang lsangat lmendasar ldi lmana lkarya-karya lintelektual lyang 

dihasilkan loleh lmanusia, ldi ldalam lproses lpembuatannya ltentunya  

memerlukan lsuatu lskill lataupun lkeahlian lkhuss ldanjuga lkeuletan ldan  

tentunya lmemerlukan lbanyak ldaya lupaya ljuga lpengorbanan. lKepemilikan   

hak latas lhasil lkreasi lintelektual lini lsangat labstrak ldibandingkan ldengan lhak 

kepemilikan lbenda lyang lterlihat, ltetapi lhak-hak ltesebut lmendekati lhak-hak 

benda, llagipula lkedua lhak ltersebut lbersifat lmutlak. lSelanjutnya, lterdapat 

analogi lbahwa lsetelah lbenda lyang ltak lberwujud litu lkeluar ldari lpikiran 

manusia, lmenjelma ldalam lsuatu lciptaan lkesusastraan, lilmu lpengetahuan, 

kesenian latau ldalam lbentuk lpendapat. lJadi, lberupa lberwujud l(lichamelijke 

zaak) lyang ldalam lpemanfaatannya l(exploit) ldan lreproduksinya ldapat 

merupakan lsumber lkeuntungan luang. lInilah lyang lmembenarkan   

penggolongan lhak ltersebut lke ldalam lhukum lharta lbenda lyang lada. 

Dapat ldikatakan lbahwa lHak lKekayaan lIntelektual ladalah lpengakuan ldan 

pengahargaan lpada lseseorang latau lbadan lhukum latas lpenemuan latau ciptaan 

karya lintelektual lmereka ldengan lmemberikan lhak-hak lkhusus lbagi lmereka 

baik lyang lbersifat lsosial lmaupun lekonomis.8 

Hak lkekayaan ldisini lmenyangkut lpengertian l“pemilikan” l(ownership) lyang 

menyangkut llembaga lsosial ldan lhukum, lkeduanya lselalu lterkait ldengan 

pemilik ldan lsuatu lbenda lyang ldimiliki. lSecara lluas lkonsep l“kepemilikan” 

dan l“kekayaan” lapabila ldikaitkan ldengan l“hak”, lmaka lditinjau ldari lsegi 

hukum, ldikenal lhak lyang lmenyangkut lkepemilikan ldan lhak lyang  

menyangkut lkebendaan. lJika lditelusuri llebih ljauh, lhak lmilik lintelektual 

 
8 lSuyud lMargono ldan lAmir lAngkasa, l2002, lKomersialisasi lAset lIntelektual l- 

lAspek lHukum lBisnis, lJakarta:Grasindo, lhlm l24. 
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sebenarnya lmerupakan lbagian ldari lbenda, lyaitu lbenda ltidak lberwujud 

(benda immateril). lBenda ldalam lkerangka lhukum lperdata ldapat diklasifisikan 

ke dalam lberbagai lkategori. lSalah lsatu ldiantara lkategori litu ladalah 

pengelompokan lbenda lke ldalam lklasifikasi lbenda lberwujud ldan ltidak 

berwujud. lUntuk lhal lini ldapatlah ldilihat lbatasan lbenda lyang ldikemukakan 

oleh lpasal l499 lKUHPerdata lyang lberbunyi: lmenurut lpaham lundang-undang 

yang ldimaksud ldengan lbenda lialah ltiap-tiap lbarang ldan ltiap-tiap lhak lyang 

dapat ldikuasai loleh lhak lmilik. 

Hukum lmemberikan lbatasan lkepada lpemiliknya luntuk lmenikmati lmaupun 

untuk lmenguasai latas lbenda latau lhak lyang lmerupakan lmiliknya ltersebut. 

Pengaturan lhak lkekayaan lintelektual lselalu lmemuat lpembatasan lterhadap 

penguasaan latau lpenggunaan ltersebut lantara llain: l9 

1) lBatas-batas lyang ldiadakan loleh lperaturan lperundang-undangan 

2) Batas-batas ltata lkesusilaan ldan lketertiban lumum, lketentuan lini 

lmengisyaratkan lbahwa lhak lkekayaan lintelektual ltidak lboleh lbertentangan 

ldengan lkesusilaan ldan lketertiban lumum ltermasuk lpula lpengunaan ltanda 

lyang lbertentangan lagama ldan lmoral. 

3) lPencabutan lhak lmilik luntuk lkepentingan lmasyarakat, lasal lsaja 

lpencabutan lhak lmilik ldilakukan lberdasarkan lundang-undang ldan ldengan 

lpembayaran lganti lrugi lyang lbanyak 

Objek lyang ldiatur ldi ldalam lHak lKekayaan lIntelektual ladalah lhal lyang  

lahir dari lkarya lpikir lseseorang. lApabila lorang llain ldibiarkan luntuk  

memanfaatkan suatu lkarya lsecara lsebebas-bebasnya lmaka lmanfaat ldari lkarya  

itu lhanya   akan ldinikmati lorang llain, lsedangkan lpemiliknya ltidak 

memperoleh lhal lyang sebanding.10 

 

 
9Mastur, l2008, lMerek lKolektif lSebagai lAlternatif lPerlindungan lMerek lBersama 

lUntuk lMengurangi lTingkat lPersaingan lUsaha l(Studi lMerek lGenteng lSokka lKabupaten 

lKebumen), lTesis lProgam lStudi lMagister lIlmu lHukum lUniversitas lDiponegoroSemarang, 

lhlm l35. 
10 lHaris lMunandar ldan lSally lSitanggang, l2008, lMengenal lHak lKekayaan 

lIntelektual, lHak lCipta, lPaten,Merek, ldan lSeluk-Beluknya, lJakarta:Erlangga, lhlm l4. 
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2.1.2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual 

Berkembangnya lperdagangan linternasional ldan ladanya lgerakan lperdagangan 

bebas lmengakibatkan lmakin lterasa lkebutuhan lterhadap lperlindungan lHKI 

yang lsifatnya ltidak llagi ltimbal lbalik, ltetapi lsudah lbersifat lantar lnegara  

secara lglobal. lPada lakhir labad lke-19, lperkembangan lpengaturan lHKI lmulai 

melewati lbatas-batas lnegara. lTonggak lsejarahnya ldiawali ldengan  

dibentuknya Paris lConvention lfor lThe lProtection lof lIndustrial lProperty  

(disingkat lParis Convention latau lKonvensi lParis) lyang lmerupakan lsuatu 

perjanjian internasional lmengenai lperlindungan lterhadap lhak lkekayaan 

perindustrian yang ldiadakan lpada ltanggal l20 lMaret l1883 ldi lParis. lTidak 

lama lkemudian pada ltahun l1886, ldibentuk lpula lsebuak lkonvensi luntuk 

perlindungan ldi bidang lhak lcipta lyang ldikenal ldengan lInternational 

Convention lfor lthe Protection lof lLiterary land lArtistic lWorks l(disingkat  

Bern lConvention latau Konvensi lBern) lyang lditandatangani ldi lBern. 

Untuk lmengelola lkedua lkonvensi litu, lmelalui lKonferensi lStockholm ltahun 

1967 ltelah lditerima lsuatu lkonvensi lkhusus luntuk lpembentukan lorganisasi 

dunia luntuk lHak lKekayaan lIntelektual l(Convention lEstablishing lthe lWorld 

Intelektual lProperty lOrganization/WIPO) ldan lIndonesia lmenjadi langgotanya 

bersama ldengan lratifikasi lKonvensi lParis. 

Sementara litu, lGeneral lAgreement lon lTariff land lTrade l(GATT) ldibentuk 

pada ltahun l1947. lPada lawalnya lGATT ldiciptakan lsebagai lbagian ldari 

upaya penataan lkembali lstruktur lperekonomian ldunia ldan lmempunyai lmisi 

untuk mengurangi lhambatan lberupa lbea lmasuk l(tariff lbarrier) lmaupun 

hambatan lainnya l(non-tariff lbarrier). lSetelah lsistem lini lberjalan lselama l40 

tahun, akhirnya ldengan lditandatangainya lnaskah lakhir lPutaran lUruguay 

timbul kesepakatan luntuk lmembentuk lorganisasi linternasional lyang 

mempunyai wewenang lsubstantif ldan lcukup lkomprehensif lyaitu lWorld Trade 

Organization l(WTO) lyang lakan lmenggantikan lGATT lsebagai lorganisasi 

internasional.11 WTO lyang lakan lmengelola lseluruh lpersetujuan ldalam   

 
11 lH.S. lKartadjoemena, l1997, lGATT lWTO ldan lHasil lUruguay lRound, lJakarta: 

lUI-Press, lhlm l18. 
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Putaran lUruguay lbahkan lpersetujuan lGATT lserta lhasil-hasil lputaran lsetelah 

itu. 

Pada lPutaran lUruguay, lnegara-negara lmaju lberhasil lmembentuk lkoalisi yang 

bertujuan luntuk lmemasukkan lperlindungan lHKI lkedalam lsistim lGATT, 

dimana lusulan litu lmenunjukkan lbahwa lnegara-negara lmaju lterutama 

Amerika Serikat lingin lmemasukkan lissu lHKI lke ldalam lkerangka lGATT 

yang disebabkan lterutama lkarena lAmerika lSerikat ltelah lmengalami lberbagai 

kerugian lakibat lterjadinya lpelanggaran lHKI ldalam lperdagangannya ldengan 

negara llain. 

Kemudian latas ldesakan lAmerika lSerikat ldan lbeberapa lnegara lmaju, ltopik 

perlindungan lHKI ldi lnegara-negara lberkembang lmuncul lsebagai lsuatu lisu 

baru ldalam lsistem lperdagangan linternasional. lHKI lsebagai lissu lbaru muncul 

di lbawah ltopik lAgreement lon lTrade lRelated lAspects lof lIntellectual 

Property Right l(TRIPs). lPerjanjian ltersebut lmerupakan lsesuatu lyang 

kompleks, komprehensif, ldan lekstensif.12 lTRIPs lmerupakan lkesepakatan 

internasional paling llengkap lberkenaan ldengan lperlindungan lHKI.13 

Indonesia lkemudian lmeratifikasi lperjanjian lTRIPs lini lmelalui lUndang-

Undang lNomor l7 lTahun l1994 lTentang lPengesahan lAgreement lEstablishing 

The lWorld lTrade lOrganization l(Pengesahan lOrganisasi lPerdagangan lDunia) 

yang ldiundangkan lpada ltanggal l2 lNovember ltahun l1994. 

Persetujuan lTRIPs lditujukan luntuk lmendorong lterciptanya liklim 

lperdagangan dan linvestasi lyang llebih lkondusif ldengan: 

a. Menetapkan lstandar lminimum lperlindungan lHKI ldalam lsistim lhukum 

Nasional lnegara-negara langgota lWTO; 

b. Menetapkan lstandar lbagi ladministrasi ldan lpenegakan lHKI; 

c. Menciptakan lsuatu lmekanisme lyang ltransparan; 

d. Menciptakan lsuatu lmekanisme lpenyelesaian lsengketa lyang lefektif ldan 

apat ldiprediksi luntuk lmenyelesaikan lsengketa lHKI ldi lantara lpara  

anggota lWTO; 

 
12 lIbid. lhlm. l253. 
13 lAgus lSardjono, l2006, lHak lKekayaan lIntelektual, lBandung:Alumni, lhlm l149. 
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e. Memungkinkan ladanya lmekanisme lyang lmemastikan lbahwa lsistem lHKI 

nasional lmendukung ltujuan-tujuan lkebijakan lpublik lyang ltelah lditerima 

luas; 

f. Menyediakan lmekanisme luntuk lmenghadapi lpenyalahgunaan lsistem 

lHKI. 

Selain lciri-ciri lpokok ltersebut, lpersetujuan lTRIPs lpun lmengandung lunsur-

unsur lyang lperlu ldiperhatikan ldari lsegi lperaturan lperundang-undangan 

nasional ltentang lHKI, lyaitu: 

a. Memuat lnorma-norma lbaru; 

b. Memiliki lstandar lyang llebih ltinggi; 

c. Memuat lketentuan lpenegakan lhukum lyang ltaat 

Berpijak ldari luraian ldi latas, ldapat ldikatakan lbahwa lkesepakatan lTRIPs 

tidak lepas ldari ldesakan ldari lnegara-negara lmaju luntuk lmelindungi 

kepentingan mereka ldi lbidang lHak lAtas lKekayaan lIntelektual. lKetika 

negara-negara berkembang ltidak lmemberikan lperlindungan lterhadap lHKI, 

maka linvestor dari lnegara-negara lmaju lenggan luntuk ldatang lmembawa 

teknologi lmereka dan lmenanamkan lmodalnya lke lnegara-negara lberkembang. 

Bahkan lbagi Amerika lSerikat lperlindungan lHKI lmenjadi lsalah lsatu lsyarat 

penting luntuk meningkatkan linvestasi.14 

Hak lKekayaan lIntelektual lsebagai lsebuah l“hak” ltidak ldapat ldilepaskan ldari 

persoalan lekonomi. lDiakui lbahwa lHKI lmerupakan lsebuah lrezim lyang lsama 

sekali lberbeda ldengan lkarakteristik ldari lpengetahuan ltradisional ldi lnegara-

negara lberkembang. lPada lperkembangannya lberkaitan ldengan lperdagangan 

dunia lyang lsemakin lmengglobal, lHKI llebih lbersifat lrezim lindividualis  

untuk memonopoli lteknologi lguna lmelindungi linvestasi l(modal). lHKI ltidak 

dapat dilepaskan ldari lkepentingan lpemilik lmodal. lTidak lada lriset luntuk 

tujuan mencapai lnew linvention lyang ltidak lmemerlukan lbiaya lbesar. 

Pelaksanaan hasil lriset l(berupa linvensi lyang lpatenable) lpun lmemerlukan 

modal lyang tidak lsedikit. lDengan ldemikian lantara lHKI, lkhususnya lpaten, 

dan lmodal layaknya lseperti ldua lsisi lmata luang lyang lsama, lsehingga 

 
14 lAgus lSardjono lmengutip lWilliam lC. lRevelos, lPaten lEnforcemen lDifficulties lin 

Japan: lAre lThere lAny lSatisfactory lSolution lfor lUnited lStates, lhlm. l150. 
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lperlindungan lHKI cenderung lditafsirkan lsebagai lperlindungan lpemilik 

lmodal.15 

Prinsip lHKI lyang ldemikian ltentu lmemiliki lperbedaan ldengan lprinsip 

kepemilikan lmasyarakat ltradisional ldi lbanyak lnegara lberkembang lyang  

lebih bersifat lkomunal. lMenurut lAgus lSardjono, lreferensi lyang ldigunakan 

oleh pembuat lUndang lUndang lHak lCipta ldi lIndonesia lbukan lsistem lnilai 

atau norma lyang lbersumber ldari lmasyarakat lIndonesia lpada lumumnya, sebab 

masyarakat lIndonesia lpada lumumnya ltidak lterbiasa latau ltidak lmemahami 

sistem lyang lbercorak linduvidualistik-kapitalistik lsebagaimana lrezim lHKI 

tersebut. lMasyarakat lIndonesia lpada lumumnya lmempunyai lkarakter latau 

corak lkomunalistik ldan lspritualistik, lyang lsangat lberbeda ldengan ldasar 

filosofi lsistem lHKI. lItulah lsebabnya lmenjadi lsangat lmudah luntuk lditebak 

bahwa lreferensi lyang ldigunakan luntuk lmenyususn lperundang-undangan lHKI 

Indonesia ladalah lhasil lKonvensi lInternasional lseperti lParis lConvention,  

Berne lConvention, ldan llainlainnya. lItulah lsebabnya lrezim lHKI lhingga lhari 

ini ldianggap lsebagai lrezim lyang lasing lbagi lsebagian lbesar lwarga 

masyarakat Indonesia. lBahkan lmungkin lmasih lbanyak lsarjana lhukum 

Indonesia lyang tidak lmemahami lsistem lHKI litu lsendiri.16 

 

2.1.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 

Hak lkekayaan lintelektual lmerupakan lbagian ldari lbenda lyang ltidak berwujud 

(benda limmateril), lbenda ldalam lhukum lperdata ldapat ldiklasifikasikan 

kedalam lberbagai lkategori. lSalah lsatu ldi lantara lkategori litu lialah 

pengelompokan lbenda lke ldalam lklasifikasi lbenda lberwujud ldan lbenda ltidak 

berwujud. lUntuk lhal lini ldapatlah ldilihat lbatasan lbenda lyang lterdapat lpada 

Pasal l499 lKUHPerdata. lUntuk lpasal lini, lkemudian lMahadi lmengungkapkan, 

seandainya ldikehendaki lrumusan llain ldari lpasal lini ldapat lditurunkan 

kalimat, yaitu: lyang ldapat lmenjadi lobjek lhak lmilik ladalah lbenda ldan lbenda 

itu  terdiri ldari lbarang ldan lhak. lBarang lyang ldimaksudkan loleh lPasal l499 

 
15 libid. lhlm. l147. 
16 lAgus lSardjono, l2009, lMembumikan lHKI ldi lIndonesia, lBandung:Nuansa lAulia, 

lhlm l16 
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KUHPerdata ltersebut ladalah lbenda lmateril l(stoffelijk lvoorwerp), lsedangkan 

hak ladalah lbenda limmateril. lUraian lini lsejalan ldengan lklasifikasi lbenda 

berdasarkan lPasal l503 lKUHPerdata, lyaitu lpenggolongan lbenda lke ldalam 

kelompok lbenda lberwujud l(bertubuh) ldan lbenda ltidak lberwujud l(tidak 

bertubuh).17 

Penggolongan lHak lKekayaan lintelektual ldapat ldigolongkan ldalam ldua 

lingkup: l18 

a. Hak lCipta l(Copy lRights) lBerdasarkan lPasal l1 lAyat l1 lUndang-Undang 

Nomor l19 lTahun l2002 ltentang lHak lCipta. lBahwa lhak lcipta ladalah lhak 

eksklusif lbagi lpencipta latau lpenerima lhak luntuk lmengumumkan latau 

memperbanyak lciptaannya latau lmemberikan lizin luntuk litu ldengan ltidak 

mengurangi lpembatasan-pembatasan lmenurut lperaturan lperundang-

undangan lyang lberlaku. 

b. Hak lKekayaan lIndustri l(Industrial lProperty lRights). lAdapun ldalam 

lingkup lHak lKekayaan lIndustri lmencakup: l 

1) Merek l(Trade lMark) 

2) Paten l(Patens) 

3) Rahasia lDagang l(Trade lSecret) 

4) Desain lIndustri l(Industrial lDesign) 

5) Desain lTata lLetak lSirkuit lTerpadu l(Layout lDesign lTopographics lof 

Integration lCircuits) 

6) Perlindungan lVarietas lTanaman l(Plant lVariety) 

 

Dapat ldiketahui lbahwa lpenggolongan lhak lkekayaan lintelektual ldigolongkan 

dalam ldua lruang llingkup, lHak lCipta l(Copy lRights) ldan lHak lKekayaan 

Industri l(Industrial lProperty lRights) lyang lterdiri ldari lMerek l(Trade lMark), 

Paten l(Patens), lRahasia lDagang l(Trade lSecret), lDesain lIndustri l(Industrial 

Design), lserta lDesain lTata lLetak lSirkuit lTerpadu l(Layout lDesign 

Topographics lof lIntegration lCircuits), lkemudian lPerlindungan lVarietas 

 
17 lO.K. lSaidin, l2015, lAspek lHukum lHak lKekayaan lIntelektual, lJakarta:Raja 

lGrafindo lPersada, lhlm l.34 
18 lPipin lSyarifin, l2004, lPeraturan lHak lKekayaan lIntelektual ldi lIndonesia, 

lBandung:Pustaka lBani lQuraisy, lhlm l11-12. 
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Tanaman l(Plant lVariety). lMengingat lmerek ldigunakan ldalam ldunia lusaha 

perdagangan ldan lindustri, lsehingga lhak latas lmerek ldigolongkan ldalam 

ruang lingkup lhak lkekayaan lindustri l(Industrial lProperty lRights). lDi lbawah 

pengawasan lDirektorat lJendral lHak lKekayaan lIntelektual lKementrian Hukum 

dan lHAM lRI. 

 

2.1.4. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas 

yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan 

hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas 

hukum yang ada didalamnya.19 

Untuk lmenyeimbangkan lkepentingan lindividu ldengan lkepentingan  

masyarakat, lada l4 l(empat) lprinsip ldalam lsistem lHKI lyaitu lprinsip-prinsip 

HKI:20 

1. lPrinsip lEkonomi l(the leconomic largument) lPrinsip lekonomi, lyakni lhak 

lintelektual lberasal ldari lkegiatan lkreatif lsuatu lkemampuan ldaya lpikir 

lmanusia lyang ldiekspresikan ldalam lberbagai lbentuk lyang lakan lmemberikan 

lkeuntungan lkepada lpemilik lyang lbersangkutan. 

2. llPrinsip lKeadilan l(the lprinciple lof lnatural ljustice) 

Berdasarkan lprinsip lini, lhukum lmemberikan lperlindungan lkepada lpencipta 

erupa lsuatu lkekuasaan luntuk lbertindak ldalam lrangka lkepentingan lyang 

disebut lhak. lPencipta lyang lmenghasilkan lsuatu lkarya lberdasarkan  

kemampuan lintelektualnya lwajar ljika ldiakui lhasil lkaryanya. 

3. l Prinsip lKebudayaan l(the lcultural largument) 

Berdasarkan lprinsip lini, lpengakuan latas lkreasi lkarya lsastra ldari lhasil 

ciptaan manusia ldiharapkan lmampu lmembangkitkan lsemangat ldan lminat 

untuk mendorong lmelahirkan lciptaan lbaru. lHal lini ldisebabkan lkarena 

pertumbuhan dan lperkembangan lilmu lpengetahuan, lseni ldan lsastra lsangat 

 
19 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm 47. 
20.Sunaryati lHartono, l1982, lHukum lEkonomi lPembangunan lIndonesia, 

lBandung:Bina lCipta, lhlm l124. 
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berguna lbagi peningkatan ltaraf lkehidupan, lperadaban ldan lmartabat lmanusia. 

Selain litu, HKI ljuga lakan lmemberikan lkeuntungan lbaik lbagi lmasyarakat, 

bangsa maupun lnegara. 

4. l Prinsip lSosial l(the lsocial largument) 

Berdasarkan lprinsip lini, lsistem lHKI lmemberikan lperlindungan lkepada 

pencipta ltidak lhanya luntuk lmemenuhi lkepentingan lindividu, lpersekutuan 

atau kesatuan litu lsaja lmelainkan lberdasarkan lkeseimbangan lindividu ldan 

masyarakat. lBentuk lkeseimbangan lini ldapat ldilihat lpada lketentuan lfungsi 

sosial ldan llisensi lwajib ldalam lundang-undang lhak lcipta lIndonesia. 

 

Berikut lini lbeberapa lteori- lteori lterkait lperlindungan lHak lKekayaan 

lIntelektual: 

a. lMahzab lHukum lAlam l/ lHukum lKodrat l 

Dasar lpemikiran ldiberikannya lperlindungan lhukum lkepada lseorang lkreator 

terhadap lkreasinya lbermula ldari lteori lhukum lkodrat lyang lmenekankan lpada 

faktor lmanusia ldan lpenggunaan lakal lsehat lseperti lyangdikenal ldalam lsistem 

hukum lsipil l(civil llaw lsystem).21 

Wacana lperlindungan lhak latas lMerek ldalam lrezim lHak lKekayaan 

Intelektual sering ldikaitkan ldengan lmasalah lmoral. lOleh lkarena litu, 

pengambilan ldengan tidak lmemberikan lkompensasi lbagi lpemiliknya ladalah 

suatu ltindakan lyang tidak ldapat ldibenarkan lkarena lmelanggar lajaran lmoral 

yang lbaik 

b. lPengakuan lsecara luniversal lterhadap lHak lKekayaan lIntelektual ldiatur ldi 

dalam lPasal l27 lDeclaration lof lHuman lRights, lyang lmenyatakan lbahwa: l 

Everyone lhas lthe lright lfreely lto lparticipate lin lthe lcultural llife lof lthe 

community, lto lenjoy lthe larts land lto lshare lin lscientific ladvancement land 

lits benerfits; lEveryone lhas lthe lrights lto lprotection lof lthe lmoral land 

lmaterial linterest lresulting lfrom lany lscientific,literaly lor lartistic lproduction 

lof lwhich lhe lis lthe lauthor”. 

 
21 lAntonius lCahyadi, lE. lFernando lM. lManullang, l2008, lPengantar lKe lFilsafat 

lHukum, lJakarta:Kencana, lhlm l42. 
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c. lMenurut lPasal l28 lhuruf lf lAyat l(4) lUndang-Undang lDasar lNegara 

lRepublik lIndonesia lTahun l1945 lbahwa l“setiap lorang lberhak lmempunyai 

lhak lmilik lpribadi ldan lhak lmilik ltersebut ltidak lboleh ldiambil lalih lsecara 

lsewenang-wenang loleh lsiapapun”. l 

d. lDoktrin lTentang lPerlindungan lHak lKekayaan lIntelektual l 

 Alasan lmendasar lperlunya ldiberikan lperlindungan lhukum lterhadap lHak 

lKekayaan lIntelektual, lseperti lyang ldikemukakan loleh lDavid lI lBrainbridge, 

lmenyatakan lbahwa: 

“The lbasic lreason lfor lintellectual lpropertyis lthat la lman lshould lown lwhat 

lhe lproduces, lthat li, lwhat lhe lbrings linto lbeig.if lwhat lhe lproduce lcan lbe 

ltaken lfrom lhim, lhe lis lno lbetter lthan la lslave. lIntellectual lproperty lis, 

ltherefore, lthe lmost lbasic lform lof lproperty lbecause la lman luses lnothing lto 

lproduce lit lother lthan lhis lmind” 

Berdasarkan luraian ltersebut, lmenjadi lsangat lberalasan luntuk lmengakui 

pemberian lhak lterhadap lHak lKekayaan lIntelektual lsebagai lbentuk lalter-

gonya l(refleksi lkepribadiannya), latau lperwujudan lkualitas lrasa, lkarsa, ldan 

daya lnalarnya. lKarena litu, lmasyarakat lsepantasnya lmemberi lapresiasi 

kekayaan lintelektual lseseorang lyang lsedang ldinikmatinya ltanpa lharus 

khawatir ldirampas loleh lorang lyang ltidak lberhak.22 

Hak lapapun lyang ldiakui loleh lhukum ldan ldiberikan lkepada lperseorangan 

tidak lboleh ldiberikan lsemata-mata luntuk lmemenuhi lkepentingan 

perseorangan saja, ltetapi ljuga lkepada lkesatuan litu ldiberikan ldan ldiakui loleh 

hukum. lHal ini ldisebabkan ldengan ldiberikannya lhk ltersebut lsebagai 

pemenuhan kepentingan lseluruh lmasyarakat. lSetiap lnegara lmemiliki 

penekanan lyang berbeda-beda lterkait lHak lKekayaan lIntelektualnya. lBerbeda 

sistem lhukum, sistem lpolitiknya, ldan llandasan lfilosofisnya, lmaka lberbeda 

pula lpandangan terhadap lprinsip ltersebut. lSejarah lkemerdekaan lsuatu lnegara 

juga mempengaruhi lprinsip lyang ldianutnya. lNegara lberkembang ldan lnegara 

 
22 lEddy lDamian, l2014, lHukum lHak lCipta, lEdisi lKeempat, lCetakan lKe-1, 

lBandung:Alumni, lhlm l27. 
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bekas jajahan, ldengan lnegara lyang lmaju lindustrinya lsangat lberbeda lpula 

cara pandang lpersoalan lprinsip lHak lKekayaan lIntelektual litu.23 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek 

2.2.1. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia dan Pengertian Merek 

 

Pengaturan lhukum lmerek ldi lIndonesia lsudah lada lsemenjak lzaman 

Pemerintihan lHindia lBelanda lyang ldituangkan ldalam lReglement Industrielem 

Eigendom l(Reglemen lMilik lPerindustrian) ldengan ls.1912 lNomor l542. 

Reglemen lini lhanya lterdiri ldari l27 lpasal lyang lmerupakan lduplikat lUndang-

Undang lMerek lBelanda l(Markenwet l).24 

Tanggal l5 lAgustus l1984, lIndonesia lmeratifikasi lKonvensi lParis lVersi  

London latau lLondon lAct l1984 lyang llazin ldisebut lUni lParis lversi lLondon. 

Karenanya, lIndonesia lharus lmenerima ldan lmengakui lbergaia lketentuan 

terutama lmenyangkut lhak lperlingungan lterhadap lmerek lasing lyang lmasuk 

ke Indonesia l“ lSerta lPrinsip l“ lhak lprioritas latau l“ lpriority lright”.25 

Indonesia lmulai lmembentuk lUndang-Undang lMerek lpada ltahun l1961 lyaitu 

Undang-Undang lNomor l21 lTahun l1961 ltentang lMerek lPerusahaan ldan 

Merek lPerniagaan l( ldisebut ljuga lUndang-Undang lMerek l). lUndang-Undang 

Merek lyang lbaru lini lmerupakan lpengganti ldan lpembaharuan ldari lHukum 

Merek lyang ldiatur ldalam lReglemen. lPertimbangan llahirnya lUndang-Undang 

Nomor l21 lTahun l1961 ltentang lMerek lini ladalah luntuk lmelindungi khalayak 

ramai ldari ltiruan lbarang-barang lyang lmemakai lsuatu lmerek lyang lsudah 

dikenalnya lsebagai lmerek lbarang-barang lyang lbermutu lbaik. lSelain litu, 

Undang-Undang lNomor l21 lTahun l1961 ltentang lMerek lini ljuga lbermaksud 

melindungi lpemakai lpertama ldari lsuatu lmerek ldi lIndonesia. lUndang-

Undang Nomor l21 lTahun l1961 lmengenal lpengolongan lbarang-barang ldalam 

35 lkelas yang lsejalan ldengan lklasifikasi linternasional lberdasarkan  

 
23 lHaris lMunandar ldan lSally lSitanggang, l2011, lMengenal lHAKI-Hak lKekayaan 

lIntelektual, lJakarta:Erlangga, lhlm l32. 
24 lYahya lHarahap, l1996, lTinjauan lMerek lSecara lUmum ldan lHukum lMerek ldi 

lIndonesia, lBandung:PT lCitra lAditya lBakti, lhlm l54. 
25 lIbid, lhlm, l55 
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persetujuan pendaftaran lmerek lNice, lPrancis lpada ltahun l1957 lyang ldiubah 

di lStickholm tahun l1961 ldengan lpenyesuaian lkondisi ldi lIndonesia. 

Tanggal l28 lAgustus l1992 ldiundangkan lUndang-Undang lNomor l19 lTahun 

1992 ltentang lMerek lyang lberlaku lefektif lpada ltanggal l1 lApril l1993. 

Undang-undang lNomor l19 lTahun l1992 ltentang lMerek lini lmenggantikan dan 

memperharui lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l1961 ltentang lMerek tersebut 

dibuatlah berbagai lsurat lkeputusan ladministrative lyang lterkait ldengan 

prosedur lpendaftaran lmerek. lBerkaitan ldengan lkepentingan lreformasi  

Undang-undang lMerek, lIndonesia lturut lserta lmeratifikasi lperjanjian 

Internasional lMerek lWorld lIntellectual lProperty lOrganization l( lWIPO). 

Pengaturan ltentang lketentuan lmerek lyang lterbaru ldituangkan ldalam Undang-

Undang lNomor l15 lTahun l2001 ltentang lMerek lyang lmulai lberlaku lsejak 

tanggal l1 lAgustus l2001 lsehingga lterjadi lperubahan lsecara lmenyeluruh lpada 

peraturan ltentang lketentuan lmerek lsebelumnya. lTujuannya ladalah luntuk 

mengantisipasi lperkembangan lteknologi linformasi ldan ltransportasi lyang telah 

mendukung lkegiatan ldi lsektor lperdagangan lsemakin lmeningkat lsecara lpesat, 

mempertahankan liklim lpersaingan lusaha lyang lsehat, lserta lmenampung 

beberapa laspek ldalam lpersetujuan lTRIP’s lyang lbelum ldi lmuat ldalam 

Undang-Undang lNomor l14 lTahun l1997 ltentang lMerek. 

Pada lbagian l‘ lmenimbang’ ldalam lUndang-undang lNomor l15 lTahun l2001 

tentang lMerek, lterdapat ltiga l( l3 l) lhal lyang lmenjadi ldasar lpertimbangan 

dibentuknya lyaitu lsebagai lberikut. 

a. lbahwa ldi ldalalam lera lglobalisasi lperdagangan lglobak, lsejalan ldengan 

konvensi-konvensi linternasional lyang ltelah ldiratifikasi lIndonesia, lperanan 

Merek lmenjadi lsangat lpenting, lterutama ldalam lmenjaga lpersaingan lusaha 

yang lsehat: 

b. lbahwa luntuk lhal ltersebut ldiatas ldiperlukan lpengaturan lyang lmemadai 

ltentang lMerek lguna lmemberikan lpeningkatannya llayanan lbagi lmasyarakat; 
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c. lbahwa lberdasarkan lpertimbangan ltersebut lpada lhuruf la ldan lhurif lb l, 

serta lmemperhatikan lpengalaman ldalam lmelaksanakan lUndang-Undang 

nomor l19 lTahun l1992 ltentang lMerek lsebagaimana ltelah ldiubah ldengan 

undang-undang lnomor l14 lTahun l1997 ltentang lperubahan latas lUndang-

Undang lNomor l19 lTahun l1992 ltentang lMerek. 

Ketiga ldasar ldari lpertimbangan ltersebut lmelahirkan lsatu lUndang-undang 

Merek l(Undang-undang lNo l15 lTahun l2001) lyang ltelah lmencakup lseluruh 

pengaturannya lsekaligus lmengantikan lUndang-undang lMerek lyang llama l. 

Undang-undang lMerek ldan lIndikasi lGeografis lyang ldisetujui lmenjadi 

Undang-Undang lpada l27 lOktober l2016. lMeluasnya lglobalisasi ldi lbidang 

perdagangan lbarang ldan ljasa lmenuntut lperlindungan lMerek lbagi lproduk 

nasional ldi lNegara ltujuan lEkspor, lmekanisme lpendaftaran lMerek 

Internasional lmenjadi lsystem lyang ldapat ldimanfaatkan ldalam lmelindungi 

merek lnasional ldi ldunia lInternasional l, ldengan ladanya lUndang-undang lNo 

20 lTahun l2016 lTentang lMerek lDan lIndikasi lGeografis lini ldapat   

memberikan lperlindungan lberdasarkan lstandar lperlindungan ldalam lkonvensi 

internasional l. lBukan lsaja lMerek, lnamun ljuga lindikasi lgeografis ldapat 

dilindungi ldengan lUndang-undang lMerek ldan lIndikasi lGeografis ldapat 

mendukung lpeningkatan lpertumbuhan lekonomi lkreatif lserta lproses 

perdagangan lproduk lIndonesia lditingkat lInternasional.26 

Selain litu, lUndang-undang lMerek ldan lIndikasi lGeografis lsebagai lmedia 

dalam lmenghadapi lpula lperkembangan lteknologi linformasi lserta lkomunikasi. 

Di lera lkemajuan lteknologi linformasi ldan lkomunikasi lyang lterus lmeningkat, 

berdampak lpada lkegiatan ldi lsektor lperdagangan. lTak lsaja ldi lbidang  

barang, namun ljuga ljasa lyang lberkembang lamat lpesat. 

Setiap lorang latau lorganisasi lperusahaan lyang lada lakan lsangat lpeduli lakan 

pentingnya lsimbol ldan lnama lyang ldigunakan ldi ldalam lmenjalankan lbisnis 

dan lpemasaran lbarang ldan ljasa. lDalam lpangsa lpasar, lnama-nama ldan  

simbol-simbol lyang ldikenali lsebagai lmerek l(trademark), lnama lusaha 

 
26 lHukum lOnline l, lUU lMerek ldan lIndikasi lGeografis lResmi., 

lhttp;//hukumonline.com/. lDiakses lpada l12 lFebuari l2023 lpada lpukul l14;54 l 
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(business lname), ldan lnama lperusahaan l(company lname). lMerek l(trademark) 

sebagai lHak lKekayaan lIntelektual, lpada ldasarnya lialah lhal luntuk 

mengidentifikasi lasal lbarang latau ljasa. 

Berikut lini lbeberapa ldefinisi ltentang lmerek: l 

a. Pasal l15 lAyat l(1) lTRIPs l 

“Any lsign, lor lany lcombination lof lsigns, lcapable lof ldistinguishing lthe 

lgoods lor lservices lof lne lundertaking lfrom lthose lof lother lundertakings, 

lshall lbe lcapable lof lconstituting la ltrademark. lSuch lsigns, lin lparticular 

lwords, lshall lbe leligible lfor lregisteration las ltrademarks. lWhere lsigns 

lare lnot linherently lcapable lof ldistinguishing lthe lrelvant lgoods lor 

lservices, lMembers lmay ltake lregistrability ldepend lon ldistinctiveness 

lacquired ltrough luse. lMembers lmay lrequire, las la lcondition lof 

lregisteration, lthat lsigns lbe lvisuality lperceptible.” l 

 

 Tanda-tanda latau lkombinasi ldari ltanda-tanda lyang lmampu lmembedakan 

lbarang latau ljasa lsuatu lusaha ldari lusaha llain lharus ldijadikanmerek 

ldagang. lTanda-tanda ltersebut ldi ldalam lkata l– lkata ltertentu, ltermasuk 

lnama lpribadi, lsurat, langka, lunsur lfiguratif ldan lkombinasi lwarna lserta 

lsetiap lkombinasi ltanda-tanda ltersebut lharus lmemenuhi lpersyaratan luntuk 

lpendaftarannya lsebagai lmerek ldagang. lNegara lpeserta ldapat 

lmenambahkan lpersyaratan lpendaftaran lbahwa ltanda-tanda lyang ldidaftar 

lharus lsecara lvisual ljelas ldirasa latau ldimengerti 

b.  Pasal l1 lAngka l1 lUndang-Undang lNomor l20 lTahun l2016 lTentang 

lMerek ldan lIndikasi lGeografis: l 

“Merek ladalah ltanda lyang ldapat lditampilkan lsecara lgrafis lberupa 

lgambar, llogo, lnama, lkata, lhuruf, langka, lsusunan lwarna, ldalam lbentuk l2 

l(dua) ldimensi ldan/atau l3 l(tiga) ldimensi, lsuara, lhologram, latau 

lkombinasi ldari l2 l(dua) latau llebih lunsur ltersebut luntuk lmembedakan 

lbarang ldan/atau ljasa lyang ldiproduksi loleh lorang latau lbadan lhukum 

ldalam lkegiatan lperdagangan lbarang ldan/atau ljasa.” L 
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c. Putwosutjipto 

 Merek ladalah lsuatu ltanda, ldengan lmana lsuatu lbenda ltertentu 

ldipribadikan lsehingga ldapat ldibedakan ldengan lbenda llain lyang lsejenis.27 

l 

 

2.2.2. Ruang Lingkup Merek 

 

Ruang llingkup lmerek lmeliputi lMerek ldan lindikasi lgeografis. lMerek 

sebagaimana ldiatur ldalam lUndang-undang lMerek lUndang-undang lNomor l20 

tahun l2016 lTentang lMerek ldan lindikasi lgeografis lmeliputi lmerek ldagang  

dan lmerek ljasa. lWalaupun ldalam lUndang-Undang lMerek ldigunakan listilah 

merek ldagang ldan lmerek ljasa, lsebenarnya lyang ldimaksudkan ldengan lmerek 

dagang ladalah lmerek lbarang, lkarena lmereka lyang ldigunakan lpada lbarang 

dan ldigunakan lsebagai llawan ldari lmerek ljasa 

Adapun llingkup lmerek ldiantaranya: 

 

1. lTanda lyang ldiberi lperlindungan lMerek l 

 Pada lumumnya lsegala ltanda lyang lberupa lgambar, lnama, lkata, lhuruf-huruf, 

langka-angka, lsusunan lwarna, latau lkombinasi ldari lunsur-unsur ltersebut lyang 

lmemiliki ldaya lpembeda ldan ldigunakan ldalam lkegiatan lperdagangan lbarang 

latau ljasa ldapat ldimintakan lperlindungannya. 

2. lMerek lyang ltidak ldapat ldidaftar l 

a. lBertentangan ldengan lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku; l 

b. lTidak lmemiliki ldaya lpembeda; l 

c. lTanda ldianggap ltidak lmemiliki ldaya lpembeda lapabila ltanda ltersebut 

lterlalu lsederhana lseperti lsatu ltanda lgaris latau lsatu ltanda ltitik, lataupun 

lterlalu lrumit lsehingga ltidak ljelas. l 

d. lTelah lmenjadi lmilik lumum; latau l 

Contohnya ladalah ltanda ltengkorak ldi latas ldua ltulang lyang lbersilang lyang 

secara lumum ldikenal lsebagai ltanda lbahaya; loleh lkarenanya ltanda lini ltidak 

dapat ldigunakan lsebagai lMerek. l 

 
27 lH.M.N.Purwosutjipto, l1984, lPengertian lPokok-Pokok lHukum lDagang lIndonesia, 

lJakarta:Djambatan, lhlm l82. 
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e. lMerupakan lketerangan latau lberkaitan ldengan lbarang latau ljasa lyang 

ldimohonkan lpendaftarannya. lContoh: lMerek lKopi latau lgambar lkopi luntuk 

ljenis lbarang lkopi latau luntuk lproduk lkopi. l 

3. lMerek lyang lditolak l 

a. lMempunyai lpersamaan lpada lpokoknya latau lkeseluruhannya ldengan 

lMerek lpihak llain lyang lsudah lterdaftar llebih ldahulu luntuk lbarang ldan/atau 

ljasa lyang lsejenis. lYang ldimaksud ldengan lpersamaan lpada lpokoknya 

ladalah lkemiripan lyang ldisebabkan loleh ladanya lunsur-unsur lyang lmenonjol 

lantara lMerek lyang lsatu ldengan lMerek lyang llain, lyang ldapat lmenimbulkan 

lkesan ladanya lpersamaan lbaik lmengenai lbentuk, lcara lpenempatan, lcara 

lpenulisan latau lkombinasi lantara lunsur-unsur lataupun lpersamaan lbunyi 

lucapan lyang lterdapat ldalam lmerek-merek ltersebut. l 

b. lMempunyai lpersamaan lpada lpokoknya latau lkeseluruhannya ldengan 

lMerek lyang lsudah lterkenal lmilik lpihak llain luntuk lbarang ldan/atau ljasa 

lsejenis. lPengertian lMerek lTerkenal ldilakukan ldengan lmemperhatikan 

lpengetahuan lumum lmasyarakat lmengenai lMerek ltersebut ldi lbidang lusaha 

lyang lbersangkutan, lreputasi lMerek ltersebut lyang ldiperoleh lkarena lpromosi 

lyang lgencar ldan lbesar-besaran, linvestasi ldi lbeberapa lnegara ldi ldunia lyang 

ldilakukan lpemilik lMerek ldisertai lbukti lpendaftaran lMerek ltersebut ldi 

lbeberapa lnegara. lApabila lperlu, lPengadilan lNiaga ldapat lmemerintahkan 

llembaga lindependen luntuk lmelakukan lsurvei lguna lmemperoleh lkesimpulan 

lmengenai lterkenal ltidaknya lMerek lyang ldipermasalahkan. l 

c. lMemiliki lpersamaan lpada lpokoknya latau lkeseluruhannya ldengan lIndikasi 

lGeografis lyang lsudah ldikenal. l 

 Indikasi lGeografis ladalah lsuatu ltanda lyang lmenunjukkan ldaerah lasal lsuatu 

lbarang ldan/atau lproduk lyang lkarena lfaktor llingkungan lgeografis ltermasuk 

lfaktor lalam, lfaktor lmanusia latau lkombinasi ldari lkedua lfaktor ltersebut 

lmemberikan lreputasi, lkualitas, ldan lkarakteristik ltertentu lpada lbarang 

ldan/atau lproduk lyang ldihasilkan. lTanda lyang ldigunakan lsebagai lindikasi 

lgeografis ldapat lberupa letiket latau llabel lyang ldilekatkan lpada lbarang lyang 
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dihasilkan. lTanda ltersebut ldapat lberupa lnama ltempat, ldaerah latau lwilayah, 

kata, lgambar, lhuruf, latau lkombinasi ldari lunsur-unsur ltersebut. 

Dalam lpengaturan lindikasi lgeografis lselalu ldi ldalam lkonteks lpengaturan 

merek. lnamun ldemikian, lantara lindikasi lgeografis ldan lmerek lada lperbedaan 

yang ljelas. lBerbeda ldengan lmerek lyang lperlindungan lsemata-mata lkarena 

kreasi ldaya lcipta lmanusia l(faktor lmanusia) lyang lberada ldi llingkungan 

perdagangan ldan ljasa, lmaka lindikasi lgeografis l(geographical lindication) 

dilindungi lsebagai lsuatu ltanda lyang lmenunjukkan ldaerah lasal lsuatu lbarang 

yang lkarena lfaktor llingkungan lgeografis ltermasuk lfaktor lalam. 

Untuk lmemperoleh lpelindungan lPemohon lIndikasi lGeografis lharus 

mengajukan lPermohonan lkepada lMenteri. lPemohon lmerupakan llembaga 

yang lmewakili lmasyarakat ldi lkawasan lgeografis ltertentu lyang  

mengusahakan lsuatu lbarang ldanjatau lproduk lberupa lsumber ldaya lalam,  

barang lkerajinan ltangan latau lhasil lindustri. lpemerintah ldaerah lprovinsi latau 

kabupaten/kota. 

Permohonan lhanya ldapat ldidaftar lapabila lIndikasi lGeografis ltersebut ltelah 

memperoleh lpengakuan ldari lpemerintah lnegaranya ldan/atau lterdaftar lsesuai 

dengan lketentuan lyang lberlaku ldi lnegara lasalnya. 

2.2.3. Jenis Merek dan Bentuk Merek 

Jenis lmerek ldapat ldikelompokkan lmenjadi l2 l(dua), lyaitu: 

a. Merek ldagang, l 

b. Merek ljasa, ldan 

c. Merek lKolektif 

 

Merek ldagang ladalah lmerek lyang ldigunakan lpada lbarang lyang 

diperdagangkan lseseorang latau lbeberapa lorang lsecara lbersama-sama latau 

badan lhukum luntuk lmembedakan ldengan lbarang lsejenis llainnya. lContohnya 

Coca-Cola, lSanyo, ldan lHonda. lSedangkan lmerek ljasa ladalah lmerek lyang 

digunakan lpada ljasa lyang ldiperdagangkan loleh lseseorang latau lbeberapa  

orang lsecara lbersama-sama latau lbadan lhukum luntuk lmembedakan ljasa-jasa 
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lainnya lyang lsejenis. lContohnya lBank lof lAmerica, lAsuransi lBumiputera, 

dan Hotel lHilton. 

Selain lmerek ldagang ldan lmerek ljasa, lada lpula lyang ldinamakan lmerek 

kolektif l(collective lmarks). lNamun lmerek lkolektif lini lbukanlah ljenis lmerek, 

melainkan lsebuah lpilihan ldalam lmenggunakan lmerek, lyaitu lbisa ldilakukan 

secara lindividual lmaupun lsecara lkolektif. lMerek lkolektif ldidefinisikan  

sebagai lmerek lyang ldigunakan lpada lbarang ldan/atau ljasa ldengan  

karakteristik lyang lsama ldan ldiperdagangkan loleh lbeberapa lorang latau badan 

hukum lsecara lbersama-sama luntuk lmembedakan ldengan lbarang ldan/atau 

jasa sejenis llainnya. lBiasanya lmerek lkolektif ldimiliki loleh langgota ldari 

sebuah perkumpulan latau lasosiasi. 

Pengklasifikasian lmerek ljuga ldidasarkan lpada lbentuk latau lwujudnya. Bentuk 

dan lwujud litu lmenurut lSuryatin ldimaksudkan luntuk lmembedakannya ldari 

barang lsejenis lmilik lorang llain. lOleh lkarena ladanya lpembedaan litu, lmaka 

terdapat lbeberapa ljenis lmerek, lyaitu: 

1. Merek llukisan l(beel lmark) 

2. Merek lkata l(word lmark) 

3. Merek lbentuk l(form lmark) 

4. Merek lbunyi-bunyian l(klank lmark) 

5. Merek ljudul l(title lmark) 

Merek ldiklasifikasikan ldalam ltiga ljenis, lyaitu:28 

1. Merek lkata lyang lterdiri ldari lkata-kata lsaja. 

Misalnya: lGood lYear, lDunlop, lsebagai lmerek luntuk lban lmobil ldan lban 

lsepeda. 

2. Merek llukisan ladalah lmerek lyang lterdiri ldari llukisan lsaja lyang ltidak 

lpernah latau, lsetidak-tidaknya ljarang lsekali ldipergunakan. 

3. Merek lkombinasi lkata ldan llukisan, lbanyak lsekali ldipergunakan. 

Misalnya: lrokok lputih lmerek l“Escort” lyang lterdiri ldari llukisan liring-

iringan lkapal llaut ldengan ltulisan ldi lbawah l“Escort”. 

 
28 lOK. lSaidin, l2015, lAspek lHukum lHak lKekayaan lIntelektual l(Intellectual 

lProperty lRight), lJakarta:PT lRaja lGrafindo lPersada, lhlm l266. 
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 Bentuk lmerek ladalah lbentuk lyang lmenyatakan lwujud lmerek lyang 

ldigunakan lpada lbarang latau ljasa. lAda lberbagai lmacam lbentuk lmerek lyang 

ldapat ldigunakan luntuk lbarang latau ljasa. lBerikut lini ldiuraikan lberbagai 

lcontoh lbentuk lmerek.29 

a. Merek lyang lberbentuk llukisan latau lgambar 

 Bentuk lini lmempunyai ldaya lpembeda ldalam lwujud llukisan latau 

lgambar lantara lbarang latau ljasa lyang lsatu ldan lbarang latau ljasa lyang 

llain lyang lsejenis. lMerek lini ldisebut lmerek llukisan. lContohnya lmerek 

lcat l“kuda lterbang”, lyaitu llukisan latau lgambar lkuda lbersayap lyang 

lterbang. 

b. Merek lyang lberbentuk lkata 

 Bentuk lini lmempunyai ldaya lpembeda ldalam lbunyi lkata lantara lbarang 

latau ljasa lyang lsatu ldan lmbarang latau ljasa lyang llain lyang lsejenis. 

lMerek lini ldisebut lmerek lkata. lContohnya lRexona luntuk ldeodoran ldan 

lMitsubishi luntuk lmobil. 

c. Merek lyang lberbentuk lhuruf latau langka 

 Bentuk lini lmempunyai ldaya lpembeda ldalam lwujud lhuruf latau langka 

lantara lbarang latau ljasa lyang lsatu ldan lbarang latau ljasa lyang llain lyang 

lsejenis. lMerek lini ldisebut lmerek lhuruf latau langka. lContohnya lmerek 

lABC luntuk lsirup latau lkecap. 

d. Merek lyang lberbentuk lnama 

 Bentuk lini lmempunyai ldaya lpembeda ldalam lwujud lnama lantara lbarang 

latau ljasa lyang lsatu ldan lbarang latau ljasa lyang llain lyang lsejenis. lMerek 

lini ldisebut lmerek lnama. lContohnya lmerek lAnna lSui luntuk lparfum. 

e. Merek lyang lberbentuk lkombinasi 

 Bentuk lini lmempunyai ldaya lpembeda ldalam lwujud llukisan/gambar ldan 

lkata lbarang latau ljasa lyang lsatu ldan lbarang latau ljasa lyang llain lyang 

lsejenis. lMerek lini lberbentuk llukisan/gambar ldan lkata lmenjadi lsatu 

 
29 lAbdulkadir lMuhammad, l2010, lHukum lPerusahaan lIndonesia, lBandung:PT lCitra 

lAditya lBakti, lhlm l408. 
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lkesatuan lyang ldisebut lmerek lkombinasi. lContohnya lmerek lPizza lHut 

luntuk lrestauran lpizza. 

 

2.2.4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek 

Sebuah lmerek ldapat ldisebut lsebagai lmerek lbila lmemenuhi lsyarat lmutlak 

berupa ladanya lpembeda lcukup l(capable lof ldistinguishing). lMaksudnya tanda 

yang ldipakai ltersebut lmempunyai lkekuatan luntuk lmembedakan lbarang latau 

jasa lyang ldiproduksi lsuatu lperusahaan ldari lperusahaan llainnya. lUntuk 

mempunyai ldaya lpembeda lini, lmaka lmerek litu lharus ldapat lmemberikan 

penentuan latau l“individualisering” lpada lbarang latau ljasa lyang bersangkutan. 

Suatu lmerek lagar lmemenuhi ltujuannya, lserta luntuk lmendapatkan 

perlindungan lhukum lmaka lperlu ldidaftarkan. lDalam lketentuan lUndang-

Undang lNomor l20 lTahun l2016 ltentang lMerek ldan lIndikasi lGeografis, 

terdapat lketentuan ltentang lmerek lyang ltidak ldapat ldidaftar ldan lyang 

lditolak, yaitu lsebagai lberikut: 

a.  Merek ltidak ldapat ldidaftarkan lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l20 

lUndang-Undang lMerek, lapabila lmengandung lsalah lsatu lunsur lseperti: 

(1)  Bertentangan ldengan lideologi lnegara, lperaturan lperundang-undangan, 

lmoralitas, lagama, lkesusilaan, latau lketertiban lumum; 

(2)  Sama ldengan, lberkaitan ldengan, latau lhanya lmenyebut lbarang 

ldan/atau ljasa lyang ldimohonkan lpendaftarannya; 

(3)  Memuat lunsur lyang ldapat lmenyesatkan lmasyarakat ltentang lasal, 

lkualitas, ljenis, lukuran, lmacam, ltujuan lpenggunaan lbarang ldan/atau 

ljasa lyang ldimohonkan lpendaftarannya latau lmerupakan lnama lvarietas 

ltanaman lyang ldilindungi luntuk lbarang ldan/atau ljasa lyang lsejenis; 

(4)  Memuat lketerangan lyang ltidak lsesuai ldengan lkualitas, lmanfaat, latau 

lkhasiat ldari lbarang ldan/atau ljasa lyang ldiproduksi; 

(5)  Tidak lmemiliki ldaya lpembeda; ldan/atau 

(6) Merupakan lnama lumum ldan/atau llambang lmilik lumum. 
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b. Merek lharus lditolak lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l21 lAyat l(2) 

lUndang- 

Undang lMerek, lapabila: 

(1)  Merupakan latau lmenyerupai lnama latau lsingkatan lnama lorang 

lterkenal, lfoto, latau lnama lbadan lhukum lyang ldimiliki lorang llain, 

lkecuali latas lpersetujuan ltertulis ldari lyang lberhak; 

(2) Merupakan ltiruan latau lmenyerupai lnama latau lsingkatan lnama, 

lbendera, llambang latau lsimbol latau lemblem lsuatu lnegara, latau 

llembaga lnasional lmaupun linternasional, lkecuali latas lpersetujuan 

ltertulis ldari lpihak lyang lberwenang; latau 

(3) Merupakan ltiruan latau lmenyerupai ltanda latau lcap latau lstempel 

lresmi lyang ldigunakan loleh lnegara latau llembaga lPemerintah, 

lkecuali latas lpersetujuan ltertulis ldari lpihak lyang lberwenang. 

Ketentuan ldalam lPasal l21 ltersebut ldimaksudkan luntuk lmelindungi lmerek 

terkenal. lAdapun lkriteria lmerek lterkenal, lyaitu lselain lmemperhatikan 

pengetahuan lumum lmasyarakat, lpenentuannya ljuga ldidasarkan lpada lreputasi 

merek lyang lbersangkutan lyang ldiperoleh lkarena lpromosi ldan ltelah 

dibuktikan ldengan lpendaftaran. lPerlindungan lmerek lterkenal lini ldidasarkan 

kepada lpertimbangan lbahwa lpeniruan lmerek lterkenal lmilik lorang llain lpada 

dasarnya ldilandasi litikad ltidak lbaik, lterutama luntuk lmengambil lkesempatan 

dari lketenaran lmerek ltersebut. 

 

Berdasarkan lketentuan lpersyaratan lsuatu lmerek lagar ldapat ldidaftarkan 

tersebut, lsesuatu ldapat ldikategorikan ldan ldiakui lsebagai lmerek, lbila:30 

a. Mempunyai lfungsi lpembeda l(distinctive, ldistinguish); 

b. Merupakan ltanda lpada lbarang ldagang latau ljasa l(unsur-unsur: lgambar, 

nama, lkata, lhuruf-huruf, langka-angka, lsusunan lwarna, latau lkombinasi 

ldari unsurunsur ltersebut); 

c. Tidak lmemenuhi lunsur-unsur lyang lbertentangan ldengan lkesusilaan ldan 

ketertiban lumum; 

 
30 lMuhamad lDjumhana ldan lDjubaedillah, l2003, lHak lMilik lIntelektual l(Sejarah, 

lTeori ldan lPrakteknya ldi lIndonesia, lBandung:PT. lCitra lAditya lBakti, lhlm l169. 
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d. Bukan lmenjadi lmilik lumum; 

e. Tidak lmerupakan lketerangan, latau lberkaitan ldengan lbarang, latau ljasa 

lyang ldimintakan lpendaftaran. 

 

2.2.5. Hak Atas Merek dan Pengalihan Hak Atas Merek 

Pengertian lhak latas lmerek ldalam lPasal l1 lAyat l(5) lUndang-Undang lNomor 

20 lTahun l2016 ltentang lMerek ldan lIndikasi lGeografis ladalah lhak leksklusif 

yang ldiberikan loleh lnegara lkepada lpemilik lmerek lyang lterdaftar luntuk 

jangka lwaktu ltertentu ldengan lmenggunakan lsendiri lmerek ltersebut latau 

memberikan lizin lkepada lpihak llain luntuk lmenggunakannya. lHak latas merek 

diberikan lkepada lpemilik lmerek lyang lberitikad lbaik, lpemakaiannya lmeliputi 

pula lbarang lataupun ljasa. 

Sesuai ldengan lketentuan lbahwa lmerek litu ldiberikan lpengakuannya loleh 

negara, lmaka lpendaftaran latas lmereknya lmerupakan lsuatu lkeharusan lapabila 

ia lmenghendaki lagar lmenurut lhukum ldipandang lsah lsebagai lorang lyang 

berhak latas lmerek. lBagi lorang lyang lmendaftarkan lmereknya lterdapat lsuatu 

kepastian lhukum lbahwa ldialah lyang lberhak latas lmerek litu. lSebaliknya, bagi 

pihak llain lyang lmencoba lmempergunakan lmerek lyang lsama latas lbarang 

atau jasa llainnya lyang lsejenis loleh lKantor lMerek lakan lditolak 

pendaftarannya. l31 

Pihak lyang lberhak latas lsuatu lmerek ldengan ldemikian ladalah:32 

1. Orang lyang lmempunyai lbarang-barang ltersebut, lkarena lia lmemiliki lsuatu 

perusahaan lyang lmenghasilkan lbarang lproduksi. 

2. Suatu lperusahaan ldagang, lsuatu lbadan lusaha, lyang lmemperdagangkan 

barang-barang ldengan lmerek lbersangkutan. l 

 

 

 

 
31 lIbid, lhlm l175. 
32 lSudargo lGautama, l1977, lHukum lMerek lIndonesia, lBandung:Alumni, lhlm. l60. 
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Sistem lhak latas lmerek lyang ldianut loleh lnegara-negara ldi ldunia lpada 

umumnya lada ldua lmacam, lyaitu:33 

a.  Sistem lKonstitutif, lyaitu lsuatu lsistem ldimana lhak latas lsuatu lmerek 

ltercipta lkarena ladanya lpendaftaran ldari lyang lbersangkutan. lKelebihan 

ldari lsistem lkonstitutif lini ladalah llebih lmenjamin lkepastian lhukum, 

lkarena ldengan lterdaftarnya lmerek lseseorang ldi lKantor lMerek, lmaka 

lpendaftar ldianggap lsebagai lpemilik lmerek lyang lsah. 

b.  Sistem lDeklaratif, lyaitu lsuatu lsistem ldimana lhak latas lmerek ltimbul 

lkarena lpemakaian lpertama loleh lpihak lpemilik lmerek, lwalaupun lmerek 

ltersebut ltidak ldidaftarkan loleh lpemilik lmerek. lSistem lini lmempunyai 

lkelemahan lkarena ltidak ldiketahui lkapan lsuatu lmerek ldipakai lseseorang. 

lSehingga lapabila lterjadi lsengketa lantara ldua lpihak ldimana lyang lsatu 

lpihak lmengklaim lbahwa lbeliau ladalah lpertama lkali lmemakai lmerek 

ltersebut, lsedangkan lpihak llain ljuga lmengklaim lhal lyang lsama, lmaka 

lhal lini lakan lmenyulitkan lpembuktiannya. 

Sama ldengan lhak lmilik lintelektual llainya, lhak lmerek ljuga ldapat lberalih 

dan di lalihkan, lini lsuatu lbukti lbahwa lUU lMerek ldan lIndikasi lGeografis 

Tahun 2016 ltelah lmengikuti lprinsip-prinsip lhukum lbenda lyang ldianut loleh 

seluruh Negara ldi ldunia ldalam lpenyusunan lundang-undang lmereknya. 

Berikut lini ldi terangkan lcara-cara lberalih ldan ldialihkannya lha lkatas lmerek. 

Hak latas lmerek lterdaftar ldapat lberalih latau ldialihkan lkarena:34: l 

1. lPewarisan l 

2. lWasiat l 

3. lHibah l 

4. lPerjanjian l 

5. lSebab-sebab llain lyang ldibenarkan loleh lperaturan lperundang-undangan l 

 

 
33 lIman lSjahputra ldan lHeri lHerjandono, l1997, lHukum lMerek lBaru lIndonesia 

l(Seluk lBeluk lTanya lJawab lMerek lTeori ldan lPraktek), lJakarta: lHarvarindo, lhlm. l26. 
34 lAhmad lMiru, l2013, lPrinsip-Prinsip lPerlindungan lHukum lBagi lKonsumen lDi 

lIndonesia, lJakarta:Raja lGrafindo lPersada, lhlm l59. 

http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50133&lokasi=lokal
http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50133&lokasi=lokal
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Pewarisan, lwasiat, lhibah ldan lperjanjian lmerupakan listilah lyang llazim 

digunakan ldan ltelah ldimenegrti lmaksud ldari listilah ltersebut, lsedangkan yang 

dimaksud ldengan lsebab-sebab llain lyuang ldibenarkan loleh lperaturan 

perundang-undangan, lyakni lsepanjang ltidak lbertentangan ldengan lUndang-

undang lMerek. lMisalnya lkepemilikan lmerek lberalih lkarena lpembubaran 

badan lhukum lyang lsemula lmerupakan lpemilik lmerek. lDengan ldemikian, 

dengan lpembubaran lbadan lhukum, lkepemilikan lmerek ldapat lberalih lkepada 

orang-orang ltertentu lyang lmemiliki lmodal lpada lhukum ltersebut. 

Pengalihan lhak latas lmerek lwajib ldimohonkan lpencatatannya lkepada 

Direktorat lJendral luntuk ldicatat ldalam lDaftar lUmum lMerek, ldan  

permohonan lpencatatan lpengalihan lhak latas lmerek ltersebut ldisertai ldengan 

dokumen lyang lmendukung35. lDokumen lyang ldimaksud lantara llain lSerifikat 

Merek ldan lBukti llainya lyang lmendukung lpemilikan lhak ltersebut. Pencatatan 

ini ldimaksudkan lagar lakibat lhukum ldari lpengalihan lHak latas lMerek   

terdaftar lberlaku lterhadap lpihak-pihak lyang lbersangkutan ldan lberlaku 

terhadap lpihak lketiga. lYang ldimaksud ldengan l“pihak-pihak lyang 

bersangkutan” ldisini ladalah lpemilik lmerek ldan lpenerima lpengalihan lhak 

atas merek. lAdapun lyang ldimaksud ldengan lpihak lketiga ladalah lpenerima 

lisensi, karena lpengalihan lhak latas lmerek lterdaftar lyang ltidak ldicatat ldalam 

Daftar Umum lMerek ltidak lberakibat lhukum lpada lpihak lketiga. lNamun, 

tujuan lyang penting ldari ladanya lkewajiban luntuk lmencatatkan lpengalihan 

hak latas lmerek adalah luntuk lmemudahkan lpengawasan ldan lmewujudkan 

kepastian lhukum.36 

Pencatatan lpengalihan lhak latas lmerek ltersebut ltetap ldikenai lbiaya 

sebagaimana ldiatur ldalam lUndang-Undang lMerek ldan lIndikasi lGeografis. 

Disamping lpengalihan lhak latas lmerek lterdaftar litu lsendiri, lpengalihan lhak 

atas lmerek lterdaftar ldapat ldisertai ldengan lpengalihan lnama lbaik, lreputasi, 

atau llain-lainnya lyang lterkait ldengan lmerek ltersebut. lPengalihan lHak lAtas 

Merek lTerdaftar lhanya ldicatat loleh lDirektorat lJendral lapabila ldisertai 

 
35 lIbid, lhlm. l61. l 
36 lIbid, lhlm. l63. 
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pernyataan ltertulis ldari lpenerima lpengalihan lbahwa lmerek ltersebut lakan 

digunakan lbagi lperdagangan lbarang/jasa. 

Permintaan lpencatatan lpengalihan lhak latas lmerek lterdaftar ldiajukan ldengan 

menyebutkan: 

a. lNomor ldan lmerek lterdaftar lyang ldialihkan l; l 

b. lNama, lkewarganegaraan ldan lalamat llengkap lpemilik lmerek lterdaftar ldan 

lpenerima lha lkatas lmerek lterdaftar lyang ldimintakan lpencatatan 

lpengalihannya; l 

c. lNama lbadan lhukum ldan lNegara ltempat lbadan lhukum ltersebut ldidirikan 

lserta ltunduk lkepada lhukum lnegera ltersebut ljika lpemilik lmerek latau 

lpenerima lhak ladalah lbadan lhukum; l 

d. lNama ldan lalamat llengkap lkuasa ldi lIndonesia lyang ldipilih lsebagai 

lalamatnya ldi lIndonesia, ljika lpermintaan lpencatatan lpengalihan lhak 

ldiajukan loleh lpemilik latau lpenerima lhak lyang lbertempat lringgal larau 

lberkedudukan ltetap ldi lluar lwilayah lNegara lRepublik lIndonesia l 

 Berbeda ldengan lpengalihan lhak latas lmerek lbarang, lpengalihan lhak latas 

lmerek ljasa lyang lterdaftar lmemiliki lpersyaratan ltambahan. lHal litu 

ldisebabkan lhak latas lmerek ljasa lterdaftar lyang ltidak ldapat ldipisahkan ldari 

lkemampuan, lkualitas, latau lketerampilan lpribadi lpemberi ljasa lbersangkutan, 

lhanya ldapat ldialihkan ldengan lketentuan lharus lada ljaminan lterhadap 

lkualitas lpemberian ljasa.37 

 Maksud lketentuan ldiatas ladalah lpengalihan lhak latas lmerek ljasa lhanya 

ldapat ldilakukan lapabila ljaminan, lbaik ldari lpemilik lmerek lmaupun 

lpemegang lmerek latau lpenerima llisensi luntuk lmenjaga lkualitas ljasa lyang 

ldi lperdagangkannya 

 

 

 

 
37 lHKI.CO.ID.” lMerek”diakses ldari lhttps://www.hki.co.id/merek.html. lDiakses lpada 

l12 lfebuari l2023 l, lpada lpukul l02.23. 

https://www.hki.co.id/merek.html
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2.3. Tinjauan Tentang Pendaftaran Merek di Indonesia 

Dalam lpendaftaran lmerek ldikenal ldua lsistem lpendaftaran lyaitu lsistem 

deklaratif ldan lsistem lkonstitusi.38 lDi lIndonesia, lhak lmerek ldiperoleh melalui 

pendaftaran. lPengajuan lpendaftaran lmerek ldapat ldimintakan luntuk llebih satu 

kelas lbarang ldan/atau ljasa ldengan lmenyebutkan ljenis lbarang ldan/atau ljasa 

yang ldimintakan. lMerek lhanya ldapat ldidaftar latas ldasar lpermohonan lyang 

diajukan lpemiliknya latau lkuasanya. lDalam lpendaftaran lmerek, lsaat lini 

dikenal ldua lmacam lsistem lpendaftaran, lyaitu: 

1. lSistem ldeklaratif l(passief lstelsel) l 

 Sistem ldeklaratif l(pasif) lmengandung lpengertian lbahwa lpendaftaran litu 

lbukanlah lmenerbitkan lhak, lmelainkan lhanya lmemberikan ldugaan latau 

lsangkaan lhukum l(rechtsvermoeden) latau lpresemption lLuis lbahwa lpihak 

lyang lmereknya lterdaftar litu ladalah lpihak lyang lberhak latas lmerek ltersebut 

ldan lsebagai lpemakai lpertama ldari lmerek lyang ldidaftarkan.39 lMelalui 

lsistem ltidak ldiselidiki lsiapa lsebenarnya lpemilik lasli lyang lbersangkutan, 

lhanya ldiperiksa lapakah lsudah llengkap lpermohonannya ldan lapakah ltidak 

lada lpihak lpemilik lmerek lserupa lyang llebih ldahulu lmelakukan lpendaftaran. 

2. lSistem lkonstitutif l(aktif) latau latributif l 

 Dalam lsistem lkonstitutif lmaka lpihak lyang lberhak latas lsuatu lmerek ladalah 

lpihak lyang ltelah lmendaftarkan lmereknya. lPihak lpendaftar ladalah lpihak 

lsatu-satunya lyang lberhak latas lsuatu lmerek ldan lpihak llain lharus 

lmenghormati lhaknya. lTerhadap lmerek lyang ltelah ldikenal lluas ldalam 

lperdagangan ldan ldi lmasyarakat l(welknown ltrademark) ltetapi ltidak 

ldidaftarkan lakan ltetap ldiberikan lperlindungan lhukum. 

 Sejak lUndang-Undang lNo.20 lTahun l2016 ltentang lMerek ldan lIndikasi 

lGeografis l(selanjutnya ldisebut lUU lMerek) ldisahkan loleh lPemerintah, lmaka 

lUndang-Undang lNo.15 lTahun l2001 ltentang lMerek, ldinyatakan ltidak 

lberlaku. lHal ltersebut lmembawa lkonsekuensi lbahwa lsemua lhal lterkait 

 
38 lEndang lPurwaningsih, l2012, lHak lKekayaan lIntelektual l(HKI) ldan lLisensi, 

lBandung l:Penerbit lMandar lMaju, lhlm l57. 
39 libid, lhlm l254 l 
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lmerek ltermasuk lpendaftaran lmerek, ltunduk lpada lregulasi lbaru ltersebut. 

lBerdasarkan lPasal l1 langka l1 lUU lMerek ldijelaskan lbahwa lmerek 

lmerupakan ltanda lyang lditampilkan lsecara lgrafis lberupa lgambar, llogo, 

lnama, lkata, lhuruf, langka, lsusunan lwarna, ldalam lbentuk ldua ldimensi latau 

ltiga ldimensi, lsuara, lhologram, latau lkombinasi ldari ldua latau llebih lunsur 

ltersebut luntuk lmembedakan lbarang ldan latau ljasa lyang ldiproduksi loleh 

lorang latau lbadan lhukum ldalam lkegiatan lperdagangan lbarang ldan latau 

ljasa. lSedangkan lpada lPasal l1 langka l6 ldijelaskan, lyang ldimaksud ldengan 

lhak latas lmerek ladalah lhak leksklusif lyang ldiberikan loleh lNegara lkepada 

lpemilik lmerek lyang lterdaftar luntuk ljangka lwaktu ltertentu ldengan 

lmenggunakan lsendiri lmerek ltersebut latau lmemberikan lizin lkepada lpihak 

llain luntuk lmenggunakannya. 

 

2.4. Tinjauan Umum Arti Penting Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dan Peraturan Pelaksananya 

 

Dalam lera lperdagangan lbebas, lmau ltak lmau lpengusaha lbesar lmaupun lkecil 

di lIndonesia lharus lmencari lpeluang lpasar ldan lmenjaga lpasar lyang ltelah 

dimiliki ldari lserangan lkompetitor llain.40 lPada ldasarnya lindustri lusaha lkecil 

dihadapkan lpada lpersaingan lyang llebih lketat lsehingga lharus lmampu 

menghasilkan lproduk latau ljasa lyang lmemiliki ldaya lsaing ltinggi ldalam 

meningkatkan lusahanya. l 

Untuk litu ldibutuhkan lpengembangan lyang ltepat lbagi lusaha lkecil lmenengah, 

melalui lperbaikan lkinerja lyang lmampu lmeningkatkan ldaya lsaing ldan 

pemasaran lyang lsesuai ldengan lkarakteristik lUMKM ldengan lsegala 

keterbatasannya. lUsaha-usaha ldalam lskala lkecil lini lbiasanya lmengalami 

kendala lbaik ldalam lmodal lmaupun lpengembangan lusaha. 

Berkaitan ldengan lhal litu, lpenggunaan lmerek ldapat lmenjadi lsalah lsatu solusi 

bagi lpengusaha luntuk lmeningkatkan lusahanya. lMerek lpada lsuatu lproduk 

 
40 lInsan lBudi lMaulana, l1997, lSukses lBisnis lMelalui lMerek, lPaten l& lHak lCipta, 

lBandung:PT lCitra lAditya lBakti, lhlm l58. 



36 

 

 

 

dapat ldikatakan lsebagai lsebuah ltanda latau llambang lyang lmampu lmemberi 

kesan lpada lpenglihatan. lSetiap lmerek lsebagai ltanda ldari lsuatu lproduk harus 

mempunyai lciri lkhusus. lTujuan lciri lkhusus ltersebut ladalah luntuk 

membedakan lsetiap ltanda lproduk lyang ldimiliki lseseorang ldari ltanda latau   

cap lproduk lorang llain. lDengan lmenggunakan lmerek ldan lmendaftarkan 

merek tersebut, lpara lpengusaha lakan lmendapatkan lhak lekslusif latas lmerek 

tersebut dan lmenjadi lpemilik lsah lsehingga ldapat lmencegah lkemungkinan 

adanya persaingan lcurang ldengan lmemanfaatkan lpemakaian lmerek lyang 

tanpa lhak dari lpemilik lyang lsebenarnya. 

Pemanfaatan lmerek lsebagai lidentitas ldan lpenanda lproduk ldianggap ldapat 

menjadi lsalah lsatu lsolusi, ltidak lhanya luntuk lmembantu lpara lkonsumen  

dalam lmembedakan lproduk, lmelainkan ljuga luntuk lmengenali lpengrajin lasal 

dari lproduk ltersebut, lyang ldengan lkarakteristik ldan lkekhasan lproduknya 

masing-masing.41 lMerek ljuga lsebagai lpenunjuk lkualitas latas lsuatu lproduk 

yang lakan lmemudahkan lkonsumen luntuk lmenentukan lpilihannya. lTidak  

dapat ldibayangkan ljika lsuatu lproduk ltidak lmemiliki lmerek, ltentu ltidak akan 

dikenal latau ldibutuhkan loleh lkonsumen. lOleh lkarena litu, lsuatu lproduk 

apakah lproduk litu lbaik latau ltidak ltentu lakan lmemiliki lmerek. lBahkan tidak 

menutup lkemungkinan, lmerek lyang ltelah ldikenal lluas loleh lkonsumen 

karena mutu ldan lharganya lakan lselalu ldiikuti, lditiru, ldibajak lbahkan 

mungkin dipalsukan loleh lprodusen llain lyang lmelakukan lpersaingan lsecara 

curang.42 

Persoalan lmerek lkadang ldianggap lbukan lbagian lpenting ldari lsuatu lproduk 

sehingga ltidak lterpikirkan luntuk lmemproteksinya lapabila lkompetitor llain   

juga lmenggunakan latau lmeniru lmerek lyang lserupa latau lsama. lPersoalan-

persoalan lpeniruan latau lpemalsuan lmerek ltampaknya lbelum lmenyentuh 

kesadaran lpara lpengusaha ldi lIndonesia lbahwa lhal litu ljuga ldapat lterjadi 

padanya. lUntuk litu, lpara lpengusaha lIndonesia lkhususnya lpengusaha UMKM 

 
41 lAgus lSardjono, ldkk, lPerlindungan lHukum lMerek luntuk lPengusaha lUKM 

lBatik, lJurnal lHukum ldan lPembangunan, lVol.44 lNo.4, l(Desember l2013). 
42 lInsan lBudi lMaulana, lOp.Cit., lhlm l60. 
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perlu lmenggunakan latau lmemiliki lmerek lsendiri lyang lakan lmenjadi andalan 

usaha latau lproduknya. lArti lpenting lmerek lbagi lUMKM, lyaitu:43 

1. Merek ladalah laset. 

2. Merek lmenggugah lsisi lemosional lkonsumen. 

3. Merek lmenciptakan ltotalitas lpada llayanan lusaha. 

4. Merek lmemudahkan lpelanggan lmenemukan lbisnis lpara lpengusaha. 

5. Merek lmenciptakan lkepribadian. 

6. Merek lmemiliki lkekuatan luntuk lmenarik lkonsumen. 

7. Merek lakan lmenghemat lbiaya lusaha. 

8. Merek lmempengaruhi lperilaku lpembelian. 

Para lpelaku lUMKM lmulai lperlu luntuk lmempertimbangkan lpentingnya 

pendaftaran lmerek lsedini lmungkin lsebagai llangkah lpreventif lmenghindari 

segala lbentuk lperbuatan lyang lmerugikan ldi lkemudian lhari. lMelalui 

pendaftaran lmerek, lpelaku lUMKM ldapat lmemperoleh lposisi ltawar lstrategis 

baik lsecara lnasional latau lpun linternasional. lSelain litu, lpeluang  

pengembangan lusaha ljuga lsemakin lterbuka ldengan lprinsip lwaralaba latau 

frenchise lkarena ltelah lmemiliki llegalitas. 

Merek lyang ltelah ldidaftarkan lperlindungannya ldapat lmenjadi lalat lbukti 

yang autentik lbagi lpemiliknya, lsebagai ldasar lpenolakan lterhadap lmerek  

yang lsama keseluruhan latau lsama lpada lpokoknya lyang ldimohonkan 

pendaftaran loleh pihak llain luntuk lbarang/jasa lsejenisnya, ldan lsebagai ldasar 

untuk lmencegah pihak llain lmemakai lmerek lyang lsama lkeseluruhan latau 

sama lpada lpokoknya dalam lperedaran luntuk lbarang/jasa lsejenisnya. lMerek 

terdaftar lmendapatkan perlindungan lhukum luntuk ljangka lwaktu l10 ltahun 

sejak ltanggal lpenerimaan permohonan lpendaftaran lmerek lyang lbersangkutan 

dan ljangka lwaktu perlindungan litu ldapat ldiperpanjang. 

 
43 lFitriani, l Feni l Freycinetia. Ini l 10 l alasan l pentingnya l

 brand lbagi l UKM, lhttp://entrepreneur.bisnis.com/read/20140124/258/199196/ini-

10-alasan lpentingnya-brand-bagiukm ldiakses lpada l20 lSeptember l2022 l lpukul l01.03 

lWIB 

 

http://entrepreneur.bisnis.com/read/20140124/258/199196/ini-10-alasan
http://entrepreneur.bisnis.com/read/20140124/258/199196/ini-10-alasan
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Permohonan lpendaftaran lperlindungan lmerek ldapat ldilakukan ldengan lcukup 

mudah. lSecara loffline, lpara lpelaku lUMKM ldapat ldatang lke lKantor 

Wilayah Kementerian lHukum ldan lHAM ldi lsetiap lprovinsi lyang lada ldi 

seluruh Indonesia. lPara lpetugas lakan lmembantu lsetiap lmasyarakat lyang 

ingin mendaftarkan lperlindungan lmerek ldengan ldiberikan lkesempatan luntuk 

konsultasi. lSementara litu, lapabila lingin lmelakukan lpermohonan lpendaftaran 

secara lonline ljuga ldapat lmudah ldiakses lmelalui lwebsite ldgip.go.id.44 

Terkait lpendaftaran lmerek lUMKM lini lmasih lterdapat lkendala lyaitu ldalam 

pembiayaan ldan ldalam lprosesnya lmemerlukan lwaktu lyang llebih llama 

dibanding ldengan lmengurus lizin ldikarenakan lpendaftaran lmerek lharus 

dilakukan lsecara lhati-hati lkarena lhal lini lmenyangkut lpemberian lhak. 

Maka ldari litu, lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi lManusia lNomor 

12 Tahun l2021 lTentang lPerubahan lAtas lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak 

Asasi lManusia lNomor l67 lTahun l2016 lTentang lPendaftaran lMerek lini 

sebagai lperaturan lpelaksananya lmemberikan ldukungan lupaya ldalam 

kemudahan lberusaha ldan lpeningkatan lekosistem linvestasi lsehingga   

diperlukan lpercepatan lwaktu lproses lpenyelesaian lpermohonan lpendaftaran 

merek. 

Saat lini, lpemerintah lmelalui lDirektorat lJenderal lAdministrasi lHukum Umum 

(Ditjen lAHU) lKementerian lHukum ldan lHak lAsasi lManusia 

(Kemenkumham) meresmikan lPerseroan lPerseorangan lbagi lpelaku lusaha 

mikro ldan lkecil (UMK). lPerseroan lPerorangan lini lmerupakan lbadan lhukum 

baru lyang ldiatur dalam lUndang-Undang lNomor l11 lTahun l2020 ltentang 

Cipta lKerja.  Perseroan lperorangan lditujukan lkepada lpelaku lUMK lyang 

mengalami  kesulitan lmendapatkan lakses lpembiayaan ldan lfasilitas ldari 

perbankan ldan pemerintah luntuk lmengembangkan lusahanya. 

 

 

 
44 lDimas lIlham, lhttps://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/urgensi-

pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm. l2022. lDiakses lpada l16 lFebuari l2023, lpukul 

l15.09 lWIB. 

https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/urgensi-pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm
https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/urgensi-pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm
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2.5. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

2.5.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

Usaha llMikro, llKecil lldan llMenengah llatau llyang llsering lldisingkat lUMKM 

ialah lsalah llsatu llbagian llpenting lldari llperekonomian llsuatu llnegara maupun 

daerah, lbegitu lljuga lldengan llnegara llindonesia. llUsaha llMikro, llKecil lldan 

menengah lmerupakan llkegiatan llekonomi llrakyat llyang llberskala llkecil lldan 

menengah llserta lperlu lldilindungi lluntuk llmencegah lldari llpersaingan llusaha 

yang lltidak llsehat. lUMKM lldi llIndonesia llberkontribusi llsignifikan llketika 

krisis llyang lldialami llpada lperiode ll1998 llsampai lldengan ll2000. llUMKM   

di llIndonesia lltelah llmendapat lperhatian lldan llpembinaan lldari llpemerintah 

dengan llmembuat llportofolio lkementrian llyaitu llMenteri llKoperasi lldan 

UKM. 

Telah lldipaparkan lloleh llUndang-Undang llNo. ll20 llTahun ll2008 lltentang 

Usaha lMikro llKecil lldan llMenengah lladalah: 

a.   Usaha llMikro lladalah llusaha llproduktif llmilik llorang llperorangan 

lldan/atau lbadan llusaha llperorangan llyang llmemenuhi llkriteria llUsaha 

llMikro lsebagaimana lldiatur lldalam llUndang-Undang llini. ll 

b.  Usaha llKecil lladalah llusaha llekonomi llproduktif llyang llberdiri llsendiri, 

llyang ldilakukan lloleh llorang llperorangan llatau llbadan llusaha llyang 

llbukan l lmerupakan llanak llperusahaan llatau llbukan llcabang llperusahaan 

llyang lldimiliki, ldikuasai llatau llmenjadi llbagian llbaik lllangsung llmaupun 

lltidak lllangsung lldari lUsaha llMenengah llatau llUsaha llBesar llyang 

llmemenuhi llkriteria llUsaha llKecil lsebagaimana lldimaksud lldalam 

llUndang-Undang llini. ll 

c.  Usaha llMenengah lladalah llusaha llekonomi llproduktif llyang llberdiri 

llsendiri, lyang lldilakukan lloleh llorang llperorangan llatau llbadan llusaha 

llyang llbukan lmerupakan llanak llperusahaan llatau llcabang llperusahaan 

llyang lldimiliki, ldikuasai llatau llmenjadi llbagian llbaik lllangsung llmaupun 

lltidak lllangsung ldengan llUsaha llKecil llatau llUsaha llBesar lldengan 
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lljumlah llkekayaan llbersih latau llhasil llpenjualan lltahunan llsebagaimana 

lldiatur lldalam llUndang-Undang lini. ll 

 

2.5.2. Klasifikasi dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Menurut llUndang-Undang llNo. ll20 llTahun ll2008 llUMKM llmemiliki 

lkriteria lsebagai llberikut: 

 

 Kriteria llUsaha llMikro: 

a.  lMemiliki llkekayaan llbersih llpaling llbanyak llRp50.000.000,00 ll(lima 

llpuluh lljuta llrupiah) lltidak lltermasuk lltanah lldan llbangunan lltempat 

llusaha; llatau 

b.  lMemiliki llhasil llpenjualan lltahunan llpaling llbanyak llRp300.000.000,00 

ll(tiga llratus lljuta llrupiah). 

Kriteria llUsaha llKecil: ll 

a.  lMemiliki llkekayaan llbersih lllebih lldari llRp50.000.000,00 ll(lima llpuluh 

lljuta llrupiah) llsampai lldengan llpaling llbanyak llRp500.000.000,00 ll(lima 

llratus lljuta llrupiah) lltidak lltermasuk lltanah lldan llbangunan lltempat 

llusaha; llatau ll 

b.  lMemiliki llhasil llpenjualan lltahunan lllebih lldari llRp300.000.000,00 

ll(tiga llratus lljuta llrupiah) llsampai lldengan llpaling llbanyak 

llRp2.500.000.000,00 ll(dua llmilyar lllima llratus lljuta llrupiah). ll 

Kriteria llUsaha llMenengah: 

a.  lMemiliki llkekayaan llbersih lllebih lldari llRp500.000.000,00 ll(lima llratus 

lljuta llrupiah) llsampai lldengan llpaling llbanyak llRp10.000.000.000,00 

ll(sepuluh llmilyar llrupiah) lltidak lltermasuk lltanah lldan llbangunan 

lltempat llusaha; llatau ll 

b.  lMemiliki llhasil llpenjualan lltahunan lllebih lldari llRp2.500.000.000,00 

ll(dua llmilyar lllima llratus lljuta llrupiah) llsampai lldengan llpaling llbanyak 

llRp50.000.000.000,00 ll(lima llpuluh llmilyar llrupiah). Ll 
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UMKM lldapat lldiklasifikasikan llmenjadi ll4 ll(empat) llkelompok llyaitu: 

1.  lLivelihood llActivities, llmerupakan llUMKM llyang lldigunakan llsebagai 

llkesempatankerja lluntuk llmencari llnafkah, llyang lllebih llumum lldikenal 

llsebagai llsektor llinformal. llContohnya lladalah llpedagang llkaki lllima. 

2.  lMicro llEnterprise, llmerupakan llUMKM llyang llmemiliki llsifat 

llpengrajin lltetapi llbelum llmemiliki llsifat llkewirausahaan. 

3.  lSmall llDynamic llEnterprise, llmerupakan llUMKM llyang lltelah 

llmemiliki lljiwa llkewirausahaan lldan llmampu llmenerima llpekerjaan 

llsubkontrak lldan llekspor. 

4.  lFast llMoving llEnterprise, llmerupakan llUMKM llyang lltelah llmemiliki 

lljiwa llkewirausahaan lldan llakan llmelakukan lltransformasi llmenjadi 

llUsaha llBesar ll(UB). 

 

2.5.3. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil Menengah  

Dalam lsetiap ldefinisi lsedikitnya lmemiliki ldua laspek lyang lsama, lyaitu aspek 

penyerapan ltenaga lkerja ldan laspek lpengelompokan lperusahaan lditinjau ldari 

jumlah ltenaga lkerja lyang ldiserap ldalam lgugusan/kelompok lperusahaan 

tersebut lmisalnya lmenurut lpembagiannya: l l l l l l l l 

 

Kriteria Usaha Ditinjau Dari Jumlah Pekerja 

Jenis Usaha Skala Usaha Jumlah Pekerja 

Usaha Kecil Kecil I – Kecil 1 – 9 pekerja 

Kecil II – kecil 10 – 19 pekerja 

Usaha Menengah Besar – Kecil 100 – 199 pekerja 

Kecil – Menengah 200 – 499 pekerja 

Menengah – 

menengah 

500 – 999 pekerja 

Besar – Menengah 1000 – 1999 pekerja 

Usaha Besar Besar – Menengah >2000 pekerja 
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2.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan lkerangka lpikir ldi latas, ldapat ldijelaskan lsebagai lberikut: 

Telah ldijelaskan ltentang lpendaftaran lmerek loleh lUU lMerek ldan lIndikasi 

Geografis lyang lbertujuan luntuk lmemperoleh lkepastian lhukum ldan 

perlindungan lhukum lagar lterhindar ldari ladanya lpelanggaran lmerek, lnamun 

masih lada lpelaku lusaha lyang lbelum lmenyadari lakan larti lpentingnya 

pendaftaran lmerek lbagi lmerek ldagangnya. 

Sebuah lmerek lbaru lakan lmendapatkan lperlindungan lhukum, lapabila lmerek 

tersebut ldilakukan lupaya lpendaftaran lmelalui lDirektorat lJenderal lHak 

Kekayaan lIntelektual, lmerek lyang ltidak ldilakukan lupaya lpendaftaran lmerek 

melalui lDirektorat lJenderal lHak lKekayaan lIntelektual lmaka ltidak lakan 

mendapatkan lperlindungan lhukum, lmaka ldari litu lsebuah lmerek lbagi  pelaku 

usaha lyang lmasih lberskala lkecil ldan lmenengah ldiwajibkan luntuk ldilakukan 

upaya lpendaftaran lmerek lmelalui lDirektorat lJenderal lHak lKekayaan 

Intelektual lagar lterhindar ldari lhal-hal lyang ltidak ldiinginkan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan IIndikasi Geografis 

Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM No. 12 Tahun 2021 

Tentang Pendaftaran Merek 

Implementasi Pendaftaran Merek 

terhadap UMKM Griya Aisyah 

Tapis berdasarkan 

Permenkumham No.12 Tahun 

2021 Tentang Pendaftaran Merek 

Faktor-faktor penghambat dalam 

pendaftaran merek terhadap 

UMKM Griya Aisyah Tapis 



43 

 

 

 

 Adanya lperaturan lpelaksana lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia lNomor l67 lTahun l2016 lTentang lPendaftaran lMerek ltelah ldiubah 

loleh lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi lManusai lNomor l12 lTahun 

l2021 ltentang lPerubahan lAtas lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia lNomor l67 lTahun l2016 lTentang lPendaftaran lMerek lyaitu lselain 

luntuk lmelaksanakan lketentuan lpasal l108 lUU lNo.12 lTahun l2021 lTentang 

lCipta lKerja lkarena lpada lperaturan lperundang-undangan lsebelumnya lyang 

ldianggap ltidak lefektif ldan ltumpang ltindih, llalu luntuk lmendukung lupaya 

lkemudahan lberusaha ldan lpeningkatan lekosistem linvestasi, lmaka ldiperlukan 

lpercepatan lwaktu lproses lpenyelesaian lpermohonan lpendaftaran lmerek. 

 Secara lkhusus lpenelitian lini lakan lmengkaji ldan lmembahas lbagaimana 

limplementasi lPermenkumham lNo.12 lTahun l2021 lTentang lPendaftaran 

lmerek lterhadap lUMKM lGriya lAisyah lTapis lmelalui lperbandingan ldengan 

laturan lpelaksana lpada lPermenkumham lNo.67 lTahun l2016 lTentang 

lPendaftaran lMerek ltersebut ldan lfaktor-faktor lhambatan lyang lterjadi ldalam 

lpendaftaran lmerek lterhadap lUMKM. 

  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian lhukum lmerupakan lsuatu lkegiatan lilmiah lyang ldidasarkan lpada 

metode, lsistematika, ldan lpemikiran ltertentu lyang lbertujuan luntuk  

mempelajari lsesuatu latau lbeberapa lgejala lhukum ltertentu ldengan ljalan 

menganalisisnya.45 lAdapun lmetode lpenelitian lhukum lyang ldigunakan ldalam 

skripsi lini lmeliputi lhal-hal lsebagai lberikut: 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lpenelitian lnormatif-empiris, lyang  

akan ldilakukan lpenulis lyaitu lmenggali linformasi ldilapangan l(Field   

Research). lPenelitian lnormatif-empiris ldigunakan luntuk lmenganalisis latau 

mengetahui lsudah lsejauh lmana lperaturan latau lundang-undang ldan lhukum 

yang lberjalan lsecara lefektif.46 

Fungsi ldari lmetode lpenelitian lnormatif-empiris lyaitu luntuk lmemantau 

hukum secara llangsung lagar ldapat lmelihat lperkembangan lhukum lyang 

berjalan ldi masyarakat. lPenelitian lhukum lnormatif-empiris lseringkali 

digunakan luntuk mengkonsepkan lapa lyang lsudah ltertulis lpada laturan 

undang-undang l(law lin book) ldan ljuga lhukum ldi lkonsepkan luntuk 

digunakan ldalam lkaidah latau norma lagar lmanusia ldapat lberprilaku lyang 

pantas. 

 

 

 

 
45 lZainuddin lAli, l2009, lMetode lPenelitian lHukum, lJakarta:Sinar lGrafika, lhlm l10. 
46 lRonny lHanitijo lSoemitro, l1990, lMetodologi lPenelitian lHukum ldan lJurimetri, 

lJakarta:Ghalia lIndonesia, lhlm l52. 
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3.2. Tipe Penelitian  

Tipe lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian ladalah ldeskriptif. Penelitian 

hukum ldeskriptif lbersifat lpemaparan ldan lbertujuan luntuk lmemperoleh 

gambaran l(deskripsi) llengkap ltentang lkeadaan lhukum lyang lberlaku ldi 

tempat tertentu ldan lpada lsaat ltertentu lyang lterjadi ldalam lmasyarakat.47 

Penelitian  ini lbertujuan lmemberikan lgambaran latau ldeskripsi llengkap, ljelas 

dan sistematis lmengenai limplementasi lPendaftaran lMerek lterhadap lUMKM 

Griya Aisyah lTapis lserta lfaktor lhambatan lyang lterjadi ldalam lpotensi 

pendaftaran merek. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research yang berasal 

dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian, secara bahasa 

berarti mencari kembali.48 

Terdapat l5 l(lima) lpendekatan lyang ldapat ldigunakan ldalam lpenelitian 

lhukum, yakni:49 

a. lPendekatan lkasus l(case lapproach); l 

b. lPendekatan lperundang-undangan l(statute lapproach); l 

c. lPendekatan lhistoris l(historical lapproach); l 

d. lPendekatan lperbandingan l(comparative lapproach); l 

e. lPendekatan lkonseptual l(conceptual lapproach). 

Pendekatan lmasalah lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lhukum lini lyaitu 

pendekatan lperundang-undangan l(statute lapproach) ldan lpendekatan  

konseptual l(conceptual lapproach). lPendekatan lperundang-undangan lsebagai 

salah lsatu lpendekatan lpenelitian lyang ldigunakan loleh lpenulis ldengan 

 
47 libid, lhlm l50. 
48 Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, hlm 27. 
49 lPeter lMahmud lMarzuki, l2011, lPenelitian lHukum, lJakarta:Kencana lPrenada 

lMedia lGroup, lhlm. l93. 
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menelaah lperaturan lperundang-undangan lyang lberkaitan ldengan lisu lhukum 

yang lditeliti. lPendekatan lu lpendekatan lkonseptual l(Conceptual lapproach) 

yang lmana lpeneliti lmerujuk lpada lprinsip lhukum. lPrinsip lhukum ldapat ldi 

dapatkan lmelalui lpendapat lpara lsarjana lmaupun ldoktrin lhukum lyang lada, 

walaupun lsecara lsembunyi-sembunyi l(eksplist) lkonsep lhukum lada ljuga 

termasuk ldalam lundangundang. 

 

3.4. Data dan Sumber Data 

 

Pada lpenelitian lini, lpenelitian lyang lakan ldigunakan ladalah ldata lprimer ldan 

data lsekunder lyang lterdiri ldari: 

1. lData lPrimer l 

Data lprimer ladalah ldata lyang ldiperoleh lsecara llangsung ldari lnarasumber 

dengan lobjek lyang lakan lditeliti. lData lprimer ldalam lpenelitian ldapat 

dilakukan ldengan lmetode lwawancara. lDalam lpenelitian lini, lpeneliti 

menggunakan lteknik lpengumpulan ldata lmelalui lwawancara llangsung ldengan 

pemilik lGriya lAisyah lTapis. 

2. lData lSekunder 

Data lsekunder ladalah ldata lyang lbersumber ldari lketentuan lperundang-

undangan, lyurisprudensi, ldan lbuku lliteratur lhukum latau lbahan lhukum 

tertulis lainnya lyang lberkaitan ldengan lpokok lbahasan lyang lterdiri ldari: 

a. Bahan lHukum lPrimer l 

Bahan lhukum lprimer, lyaitu lbahan lhukum lyang lmempunyai lkekuatan 

hukum l l l l lyang lmengikat, lterdapat ldalam lperaturan lperundang-

undangan: 

1.  Undang-Undang lNomor l20 lTahun l2016 lTentang lMerek ldan 

lIndikasi lGeografis 

2.  Peraturan lMenteri lHukum ldan lHAM lNomor l67 lTahun l2016 

lTentang lPendaftaran lMerek 

3.  Peraturan lmenteri lHukum ldan lHAM lNomor l12 lTahun l2021 

lTentang lPendaftaran lMerek. 

4. Konvensi lParis 
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5. Perjanjian lTRIPs 

 

b. Bahan lHukum lSekunder 

Bahan lhukum lsekunder ladalah lbahan lhukum lyang ldiperoleh ldari lstudi 

kepustakaan lyang lterdiri ldari lliteratur-literatur, lbuku-buku lilmu 

pengetahuan lhukum lyang lberkaitan ldengan lpokok lbahasan. 

c. l Bahan lHukum lTersier 

Bahan lhukum lTersier ladalah lbahan-bahan lyang lberguna luntuk 

memberikan lpenjelasan lterhadap lhukum lprimer lmaupun lsekunder, lseperti 

hasil lpenelitian, lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, lartikel-artikel ldan 

lbahan lain lyang lsifatnya lkarya lilmiah lberkaitan ldengan lmasalah lyang 

lakan dibahas ldalam lpenelitian lini. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Data lyang ldikumpulkan ldiperoleh ldengan lmenggunakan lmetode 

pengumpulan data: 

1. lStudi lKepustakaan 

Studi lkepustakaan l(library lresearch), lyaitu lpengkajian linfromasi ltertulis 

mengenai lhukum lyang lberasal ldari lberbagai lsumber ldan ldipublikasikan 

secara lluas lserta ldibutuhkan ldalam lpenelitian lhukum lnormatif. lStudi 

kepustakaan ldilakukan luntuk lmemperoleh ldata lsekunder lyaitu lmelakukan 

serangkaian lkegiatan lstudi ldokumentasi ldengan lcara lmengutip lliteratur-

literatur, lmengkaji lperaturan lperundang-undangan lyang lberhubungan ldengan 

permasalahan lyang ldibahas. 

 

2. lWawancara l 

Wawancara lmerupakan lcara lyang ldigunakan luntuk lmemperoleh lketerangan 

secara llisan lguna lmencapai ltujuan ltertentu. lWawancara ldilakukan ldengan 

cara lpenyampaian lsejumlah lpertanyaan ldari lpewawancara lkepada 

lnarasumber yaitu libu lErnita lRahmawati lselaku lpemilik lUMKM lGriya 

lAisyah lTapis lyaitu penulis lmembuat ldaftar lpertanyaan lyakni, lapa lsebab 

lbelum lmendaftarkan merek, lmengapa lakhirnya lmendaftarkan lmerek 
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ldagangnya, lberapa llama  waktu lyang ldibutuhkan lsehingga ldapat lterdaftar ldi 

lDirektorat lJenderal Kekayaan lIntelektual, lserta lhambatan lyang ldilalui lketika 

lingin lmendaftarkan merek ldagangnya ldi lDitjen lKI. l 

 

3.6. Pengolahan Data 

Langkah lselanjutnya lsetelah ldata lterkumpul, lbaik ldata lprimer lmaupun ldata 

sekunder ldilakukan lpengolahan ldata ldilakukan ldengan lcara: l 

1.  Seleksi lData, lyaitu lmemilih ldata lmana lyang lsesuai ldengan lpokok 

lpermasalahan lyang lakan ldibahas. 

2.  Pemeriksaan lData, lyaitu lmeneliti lkembali ldata lyang ldiperoleh lmengenai 

lkelengkapannya lserta lkejelasan. 

3.  Klasifikasi lData, lyaitu lpengelompokkan ldata lmenurut lpokok lbahasan 

lagar lmemudahkan ldalam lmendeskripsikannya. 

4.  Penyusunan lData, lyaitu ldata ldisusun lmenurut laturan lyang lsistematis 

lsebagai lhasil lpenelitian lyang ltelah ldisesuaikan ldengan ljawaban 

lpermasalahan lyang ldiajukan. 

 

3.7. Analisis Data 

Data lyang ltelah ldiolah lkemudian ldikonstruksikan ldengan lanalisis ldata lyang 

dilakukan lsecara lkualitatif, lkomprehensif ldan llengkap lkemudian ldisajikan 

secara ldeskriptif ldengan lcara lmenguraikan, lmenjelaskan ldan  

menggambarkan permasalahan lserta lpenyelesaiannya lyang lberkaitan ldengan 

skripsi lini sehingga lmenghasilkan lproduk lpenelitian lhukum lnormatif-empiris 

yang llebih sempurna. lDalam lteknik lanalisis lkualitatif lini lmencakup lsemua 

data penelitian lyang ltelah ldiperoleh ldari lhasil lwawancara lagar lmembentuk 

deskripsi lyang lmendukung lsehingga lobjek lpermasalahan lyang lditeliti ldapat 

dipecahkan. 
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V.   SIMPULAN 

 

 

 

 

Berdasarkan lhasil lpenelitian ltentang lImplementasi lPendaftaran lMerek 

Terhadap lUMKM lPengrajin lTapis lLampung ldi lUMKM lGriya lAisyah  

Tapis, dapat ldisimpulkan lsebagai lberikut: 

1. lImplementasi lpendaftaran lmerek lterhadap lUMKM lGriya lAisyah lTapis 

lyaitu lsebelum ladanya lPeraturan lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia l(Permenkumham) lnomor l12 ltahun l2021 ltentang lPendaftaran 

lMerek, lUMKM lGriya lAisyah lTapis lmenghadapi lberbagai lkendala ldalam 

lproses lpendaftaran lmerek ldagang lmereka. lPersyaratan lyang lketat, lbiaya 

lpendaftaran lyang ltinggi, lproses lyang lberbelit-belit ldan lmemakan lwaktu 

llama lmenjadi lkendala lyang ldihadapi. lNamun, ldengan ldikeluarkannya 

lperaturan ltersebut, lproses lpendaftaran lmerek ldagang ldiharapkan lmenjadi 

llebih lcepat, lefisien, ldan lpasti. lUMKM lGriya lAisyah lTapis ldan lUMKM 

llainnya ldapat lmemperoleh lperlindungan lhukum lyang llebih lbaik lterhadap 

lmerek ldagang lmereka, lmeningkatkan lnilai lmerek, ldan lmencegah 

lpenggunaan lilegal loleh lpihak llain. lProgram lyang ldiberikan loleh 

lKementerian lPariwisata ldan lEkonomi lKreatif lIndonesia ljuga lmemberikan 

lkesempatan lbagi lUMKM luntuk lmendaftarkan lmerek ldagang lmereka 

lsecara lgratis, lmembantu ldalam lpengembangan lbisnis ldan lperlindungan 

lhak lkekayaan lintelektual lUMKM. 

2. lGriya lAisyah lTapis lmerupakan lsalah lsatu lUMKM lyang lmengalami 

lhambatan ldalam lmengajukan lpermohonan lpendaftaran lmerek. lHambatan 

lyang ldihadapi lmeliputi lkurangnya lkesadaran lmengenai larti lpenting 

lmerek, lpersyaratan lyang lketat, lmahalnya lbiaya lpendaftaran lmerek, ldan 

lproses lyang lberbelit-belit. lNamun, lmelalui lprogram lKementerian 
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lPariwisata ldan lEkonomi lKreatif lserta lperaturan lbaru lyang lmemudahkan 

lpendaftaran lmerek lbagi lUMKM, lGriya lAisyah ldan lUMKM llainnya 

lberhasil lmengatasi lhambatan-hambatan ltersebut. lKeikutsertaan ldalam 

lprogram ltersebut lmeningkatkan lkesadaran, lmemberikan lpendampingan 

ldan lpelatihan, lserta lmemberikan lfasilitas lbiaya. lSementara litu, lperaturan 

lbaru lmempermudah lproses lpendaftaran lmerek lsecara lumum. lHal lini 

lmemberikan lperlindungan lhukum lyang llebih lbaik, lmeningkatkan lnilai 

lekonomi lUMKM, ldan lmemperkuat lsektor lUMKM lsecara lkeseluruhan. 

lGriya lAisyah lTapis lmengenai lpendaftaran lmerek lini lsudah ltergolong 

lbaik, lsudah lmengerti l ldan lmemahami larti lpentingnya lpendaftaran lmerek 

lbagi lusahanya ldengan ladanya lbukti lsudah lmemiliki lsertifikasi lNomor 

lInduk lBerusaha l(NIB) ldan lIzin lUsaha lMikro ldan lKecil l(IUMK) ldan 

lmerek ldagang lGriya lAisyah lsudah lmelakukan lpendaftaran lmerek 

ldagangnya lpada ltahun l2016 lsilam ldengan lnomor lpendaftaran 

lIDM000732139 lkelas lnomor l25 luntuk ljenis lbarang lpakaian lmelalui 

lDirektorat lJenderal lKekayaan lIntelektual ldepartemen lKementrian lHukum 

ldan lHak lAsasi lManusia lRepublik lIndonesia.  
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